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KATA PENGANTAR 

 ُِ ؽ١ِْ ِٓ اٌشَّ َّ ؽْ ٍُ اللهِ اٌشَّ  ثغِْ

ذٌ ػَ  َّّ ؾَ ُِ  َّْ َ أؽَُْٗ أ َٚ ؽْذَٖ لََ ؽَشِنَ ٌَٗ  َٚ ْْ لََإٌََِٗ إلََِّ اللهِ  َ َٙذُ أ ، أؽَْ ِٓ ١ْ ِّ ِ سَةِّ اٌؼبٌََ ذُ لِِلَّّ ّْ ٌُٗ، اٌؾَ ْٛ سَعُ َٚ جْذُُٖ 

 َُّ ُٙ ب ثؼَْذُ اٌٍَّ َِّ ، أ ِٗ ِٗ ٚأفْؾَبثِ ٌِ ػٍََٝ آ َٚ ذٍ  َّّ ؾَ ُِ ُْ ػٍََٝ  عٍَِّ َٚ  ًِّ  .فَ
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindah alihan dari Bahasa 

Arab ke dalam tulisan Bahasa Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam 

Bahasa Indonesia. Transliterasi yang dipakai di dalam penyusunan skripsi ini 

adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan 

bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia tanggal 22 Januari 1988. 

A. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ة

 Ta T Te د

 Sa S Es (dengan titik diatas) س

 Jim J Je ط

 Ha H Ha (dengan titik diatas ػ

 Kha Kh Ka dan Ha ؿ

 Dal D De د

 Zal Z Zet (dengan titik diatas) ر

 Ra R Er س

 Zai Z Zet ص

 Sin S Es ط

 Syin Sy Es dan ye ػ

 Sad S Es (dengan titik dibawah) ؿ

 Dad D De (dengan titik di bawah) ك

 Ta T Te (dengan titik di bawah) ه

 Za Z Zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain „ Koma terbalik (diatas)„ ع

 Gain G Ge ؽ

 Fa F Ef ف

 Qof Q Ki ق

 Kaf K Ka ن

 Lam L El ي

َ Mim M Em 

ْ Nun N En 

ٚ Wau W We 

 Ha H Ha ە

 Hamzah „ Apostrof ء

ٞ Ya Y Ye 
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B. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A a 

 Kasrah I i 

 Dhammah U u 

2. Vokal Rangkap  

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, 

yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ٞ Fathah dan Ya Ai a dan i 

ٚ Fathah dan Waw Au a dan u 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Harkat dan 

Tanda 

Nama 

 Fathah dan alif atau ya a a dan garis diatas ٞ ا

ٞ Kasrah dan ya i i dan garis diatas 

ٚ Dhammah dan wau u u dan garis diatas 
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4. Ta‟marbûtah  

Transliterasi untuk ta‟marbutah ada tiga, diantaranya :  

a. Ta‟marbutah hidup 

Ta‟marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

 

b. Ta‟marbutah mati Ta‟marbutah yang mati atau mendapat harakat 

sukun, transliterasinya adalah “h”. 

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta‟marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah 

maka ta‟marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

 

5. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini 

tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 

dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu اي , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas 

kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang 

diikuti huruf qamariyah. 

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah  

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

 

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah Kata sandang 

yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan 

yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

 

7. Hamzah  

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. 

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir 

kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam 

tulisan Arab berupa alif. 
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8. Penulisan Kata  

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim maupun harf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah 

lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan 

juga dengan kata lain yang mengikutinya. 
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ABSTRACK 

 

ISMANUL FAJRI 2022: Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili Tentang 

Nikah Misyar Persfektif Maqashid Al-Syaria’ah 

 

Penelitian ini menganalisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili Tentang Nikah 

Misyar Persfektif Maqhasid Al-Syari’ah. Penelitian ini adalah penelitian library 

research dan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi (content 

analysis) dan pendekatan analisis deduktif. Nikah misyar adalah bentuk 

pernikahan yang sekarang lagi membuming dibicarakan dimana kaum perempuan 

disini tidak menuntut hak-hak yang sepatutnya diperoleh dalam pernikahan seperti 

hak nafkah dan hak tempat tinggal, dan banyak ulama menetang kemudian tidak 

membolehkan nikah misyar, seperti Abdul Sattar al-Jubali, Abu Malik Kamal bin 

al-Sayyid, Nasir al-Din al-Bani, Ali Qurah Dagi dan Ibrahim Fadhil Karena 

melihat pendapat Wahbah Al-Zuhaili ini berbeda dengan pendapat ulama diatas, 

maka penulis tertarik mengangkat judul ini “Analisis Pendapat Wahbah Al-

Zuhaili Tentang Nikah Misyar Persfektif Maqhasid Al-Syari’ah”. Dalam 

penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, Wahbah al-Zuhaili dalam nikah 

misyar pandangan beliau dalam kitab, Mausu’ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya 

Mu’ashirah, halaman 527 menjadikan perkawinan misyar menjadi hal yang 

dibolehkan, dikarenakan dalam perkawinan misyar ini terdapat salah satu maqaṣid 

nikah juga, yaitu maqṣad pelengkap nikah: terjaganya kehormatan pada seorang 

wanita yang menjadi seorang istri, walaupun dengan perkawinan misyar, dengan 

arti bahwa si istri di sini akan terjaga dari berbuat zina. Kedua, Dalam metode 

ijtihad istislahi yang disebutkan oleh Wahbah al-Zuhaili tentang bolehnya nikah 

misyar adalah kemaslahatan, mencakup untuk semua akad, termasuk akad nikah 

yang telah memenuhi syarat rukun seperti yang ditetapkan syara‟ adalah sah. 

Ketiga, dari analisa penulis nikah misyar itu secara maqashid al-syari’ah berbeda, 

pada alasan yang pertama, dikatakan bahwa perkawinan misyar ini mengandung 

maqaṣid syariah, yaitu penjagaan kehormatan si perempuan. Dalam perkawinan, 

kehormatan masing-masing suami istri, tidak hanya istri saja, atau suami saja, 

namun kehormatan keduanya terjaga dengan perkawinan melalui penyaluran 

hubungan biologis antara keduanya. Maka perkawinan ini adalah perkawinan 

yang sah, walau tidak dianjurkan, karena maqaṣid syariah tidak tercapai secara 

sempurna pada pernikahan ini. Semisal: pendidikan/perawatan anak-anak, 

ketenangan keluarga tidak dapat tergapai. Maqaṣid syariah di sini tercapai karena 

kehormatan perempuan ataupun laki-laki dalam perkawinan ini tercapai. Istri 

terpenuhi kebutuhan naluri biologisnya, dan suami pun juga demikian adanya. 

Walaupun pada dasarnya, perkawinan tidak hanya terkonsentrasi pada hubungan 

seksual saja. Dan maqaṣid syariah di sini tercapai namun tidak sempurna. 

 

Kata kunci: Nikah, Misyar, Maqhasid al-Syari’ah. 
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ABSTRACT 

 

ISMANUL FAJRI 2022: Analysis of Wahbah Al-Zuhaili's Opinion on 

Misyar Marriage Effectiveness Maqashid Al-

Shari'ah 

 

This study analyzes Wahbah Al-Zuhaili's Opinion On Misyar Marriage 

Persfectif Maqhasid Al-Shari'ah.  This research is library research and the data 

analysis technique in this study is content analysis and deductive analysis 

approach.  Misyar marriage is a form of marriage that is now being discussed 

where women do not demand the rights that should be obtained in marriage such 

as the right to a living and the right to residence, and many scholars have opposed 

not allowing misyar marriage, such as Abdul Sattar al-Jubali, Abu Malik Kamal 

bin al-Sayyid, Nasir al-Din  al-Bani, Ali Qurah Dagi and Ibrahim Fadhil Because 

seeing that Wahbah Al-Zuhaili's opinion is different from the opinion of the 

scholars above, the author is interested in raising this title "Analysis of Wahbah 

Al-Zuhaili's Opinion on Misyar Marriage Persfektif Maqhasid Al-Shari'ah". This 

study concluded that first, Wahbah al-Zuhaili in the misyar marriage of his views 

in the book, Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya Mu'ashirah, page 527 

makes misyar marriage a permissible thing because in this misyar marriage there 

is one maqaṣid of marriage as well, namely maqṣad complementary to marriage: 

the preservation of honor in a woman who becomes a wife, even with misyar 

marriage, with the meaning that the wife will be awake from committing adultery. 

This study concludes that first, Wahbah al-Zuhaili in his view of misyar marriage 

in the book Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya Mu'ashirah page 527 

makes misyar marriage a permissible thing because in this misyar marriage there 

is one maqaṣid marriage as well, namely the maqṣad complementary to marriage: 

maintenance of honor in a woman who becomes a wife, even with misyar 

marriage, in the sense that the wife will avoid adultery. Secondly, In the ijtihad 

istislahi method mentioned by Wahbah al-Zuhaili about the permissibility of 

nikah misyar is a benefit, covering all contracts, including marriage contracts that 

have met the conditions of harmony as stipulated by Syaras' are legal.  Thirdly, 

from the analysis of the author of the misyar marriage, it is maqashid al-shari'ah 

different, from the first reason, it is said that this misyar marriage contains 

maqaṣid sharia, that is, the preservation of the honor of the woman. In marriage, 

the honor of each husband and wife, not only the wife or husband but the honor of 

both is maintained by the marriage through the distribution of biological relations. 

This marriage is legal, even though it is not recommended, because the maqaṣid 

sharia is not perfectly achieved in this marriage. For instance, with the 

education/care of children, family tranquility cannot be achieved. Maqaṣid sharia 

is accomplished because the honor of the woman or man in this marriage is 

accomplished. The wife fulfills the needs of her biological instincts, and so does 

the husband. Although fundamentally marriage is not only based on sexual 

relations. And sharia maqaṣid is accomplished even not perfect. 

 

Keywords: Nikah, Misyar, Maqhasid al-Shari'ah. 
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 نبذة مختصزة

  

 د انشزيعتقاصانمسيار م نكاحيت هانزحيهي في فع: تحهيم رأي وهبت 2222اسمانول فجز 

  
٘زا  رؾًٍ ٘زٖ اٌذساعخ سأٞ ٚ٘جخ اٌضؽ١ٍٟ فٟ صٚاط اٌّغ١بس فٟ ِمزقذ اٌؾش٠ؼخ.

ٚٔٙظ  اٌجؾش ٘ٛ ثؾش ِىزجٟ ٚرم١ٕخ رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد فٟ ٘زٖ اٌذساعخ ٟ٘ رؾ١ًٍ اٌّؾزٜٛ

اٌزٞ ٠زُ ِٕبلؾزٗ ا٢ْ ؽ١ش لَ اٌضٚاط  اٌّغ١بس ٘ٛ ؽىً ِٓ أؽىبي ٔىبػاٌزؾ١ًٍ الَعزٕزبعٟ. 

اٌؼ١ؼ ٚاٌؾك فٟ اٌزٟ ٠غت اٌؾقٛي ػ١ٍٙب فٟ اٌضٚاط ِضً اٌؾك إٌغبء ٕ٘ب ثبٌؾمٛق رطبٌت 

اٌّغ١بس ، ِضً ػجذ  ٕىبػفٟ الإلبِخ ، ٚلذ ػبسك اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌؼٍّبء آٔزان ػذَ اٌغّبػ ث

لشٖ داعٟ ٚإثشا١ُ٘ اٌغزبس اٌغجبٌٟ ، أثٛ ِبٌه وّبي ثٓ اٌغ١ذ ، ٔبفش اٌذ٠ٓ اٌجبٟٔ ٚػٍٟ 

فبمً ٌّٚب وبْ سأٞ ٚ٘جخ اٌضؽ١ٍٟ ِخزٍفب ػٓ سأٞ اٌؼٍّبء أػلاٖ، فئْ اٌّؤٌف ِٙزُ ثشفغ 

اٌّغ١بس ثزفغ١شفىز١ف ِمقٛد اٌؾش٠ؼخ".  ٔىبػ٘زا اٌؼٕٛاْ "رؾ١ًٍ سأٞ ٚ٘جخ اٌضؽ١ٍٟ فٟ 

زبة اٌّغ١بس ِٓ آسائٗ فٟ و ٔىبػٚ٘جخ اٌضؽ١ٍٟ فٟ ، فٟ ٘زٖ اٌذساعخ خٍقذ إٌٝ أْ أٚلَ, 

اٌّغ١بس ؽ١ئب ِجبؽب ، لأٔٗ فٟ  ٔىبػ٠غؼً  725"اٌفمٗ الإعلاِٟ ٚاٌمنب٠خ ِؼبؽ١شح" ، ؿ 

فذ اٌّىًّ ٌٍضٚاط: اٌؾفبظ بفذ ٚاؽذ ٌٍضٚاط أ٠نب ، ٚ٘ٛ اٌّمباٌّغ١بس ٕ٘بن ِم ٕىبػ٘زا اٌ

اٌّغ١بس ، ثّؼٕٝ أْ اٌضٚعخ ٕ٘ب  ٔىبػػٍٝ اٌؾشف فٟ اٌّشأح اٌزٟ رقجؼ صٚعخ ، ؽزٝ ِغ 

هش٠مخ الَعزٙبد الَعزقلاػ اٌزٟ روش٘ب ٚ٘جخ ، فٟ  عزىْٛ ِغز١مظخ ِٓ اسرىبة اٌضٔب. صب١ٔب

رغطٟ ع١ّغ اٌؼمٛد ، ثّب فٟ رٌه ػمٛد اٌضٚاط فبئذح ، اٌضؽ١ٍٟ ؽٛي عٛاص إٌىبػ اٌّغ١بس, 

ِٓ رؾ١ًٍ فبؽت ،  ضباٌزٟ اعزٛفذ ؽشٚه الَٔغغبَ وّب ٔقذ اٌؾش٠ؼخ ػٍٝ فؾزٙب . , صبٌ

اٌّغ١بس  ٕىبػذ اٌؾش٠ؼخ ، فّٓ اٌغجت الأٚي ، ٠مبي إْ ٘زا اٌبفاٌّغ١بس ، ٠خزٍف ِم ٔىبػ

٠ؾزٛٞ ػٍٝ ِمبفذ ؽش٠ؼخ ، أٞ اٌؾفبظ ػٍٝ ؽشف اٌّشأح. فٟ اٌضٚاط ، ٠زُ اٌؾفبظ ػٍٝ 

ؽشف وً صٚط ٚصٚعخ ، ١ٌظ فمو اٌضٚعخ ، أٚ اٌضٚط ، ٌٚىٓ ؽشف الَص١ٕٓ ػٓ هش٠ك 

صٚاط فؾ١ؼ ، ػٍٝ ٘ٛ  ِٓ خلاي رٛع١ٗ اٌؼلالخ اٌج١ٌٛٛع١خ ث١ٓ الَص١ٕٓ. ٘زا اٌضٚاط اٌضٚاط

اٌشغُ ِٓ أٔٗ غ١ش ِغزؾغٓ ، لأْ اٌؾش٠ؼخ اٌّمبف١خ لَ رزؾمك ثؾىً ِضبٌٟ فٟ ٘زا اٌضٚاط. 

ػٍٝ عج١ً اٌّضبي: اٌزؼ١ٍُ / سػب٠خ الأهفبي ، لَ ٠ّىٓ رؾم١ك اٌٙذٚء اٌؼبئٍٟ. رزؾمك ؽش٠ؼخ 

لأْ ؽشف اٌّشأح أٚ اٌشعً فٟ ٘زا اٌضٚاط ٠زؾمك. رٍجٟ اٌضٚعخ اؽز١بعبرٙب  اٌّمبف١ذ ٕ٘ب

اٌغش٠ض٠خ اٌج١ٌٛٛع١خ ، ٚاٌضٚط أ٠نب. ػٍٝ اٌشغُ ِٓ أْ اٌضٚاط لَ ٠شوض فمو ػٍٝ اٌؼلالبد 

 اٌغٕغ١خ. ِٚمبفذ اٌؾش٠ؼخ ٕ٘ب رزؾمك ٌٚىٕٙب ١ٌغذ ِضب١ٌخ.

  

 .خاٌىٍّبد اٌّفزبؽ١خ: إٌىبػ، اٌّغ١بس، ِمقٛد اٌؾش٠ؼ
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan misyar adalah sebuah bentuk pernikahan dengan 

persyaratan perempuan tidak menuntut hak-hak yang sepatutnya diperoleh 

dalam pernikahan seperti hak nafkah dan hak tempat tinggal. Semakin 

berkembangnya zaman, berkembanglah nikah Misyar, nikah ini adalah jenis 

baru dari perkawinan yang belakangan mulai kelihatan perkembangannya.
1
 

Fenomena nikah misyar banyak dijumpai di kawasan timur tengah 

khususnya. Orang-orang di negara teluk sering kali bepergian sampai 

berbulan-bulan, sebagian dari mereka ada yang kawin dengan perempuan-

perempuan Afrika, Asia dan lainnya. Hal itu dilakukan selain untuk 

memenuhi kebutuhan biologis mereka, juga untuk mempertahankan hidup 

mereka di perantauan. 

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa salah satu tujuan dari 

pernikahan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup dalam rumah 

tangga. Dan salah satu cara untuk mendapatkan ketenangan hidup tersebut 

adalah mereka berdua ditempatkan dalam satu tempat tinggal yang sama (satu 

rumah). Dengan kata lain jika ada sepasang suami dan isteri tidak berkumpul 

dalam satu rumah, bahkan hidupnya terpisah sendiri-sendiri, maka akan sulit 

untuk mengapai dan mewujudkan atau bahkan rasanya tidak akan terwujud 

tujuan pernikahan tersebut. Di sisi yang lain kita juga mengenal istilah hak 

                                                             
1
 Mardani, Hukum perkawinan Islam di dunia Islam Modern , (Jogjakarta: Graha Ilmu, 

2011), h. 18 



2 
 

 

dan kewajiban suami dan isteri. Masing-masing memiliki peran yang 

berbeda, mereka memiliki kewajiban- kewajiban yang harus dijalankan. Apa 

yang menjadi kewajiban suami adalah hak dari isteri demikian juga apa yang 

menjadi kewajiban isteri adalah hak dari suami. Jumhur ulama menyatakan 

Seorang suami wajib baginya memberi nafkah lahir dan bathin kepada 

isterinya,14seorang suami wajib memberikan mahar, dan tempat tinggal. Dan 

karenannya suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari isterinya. 

Begitu sebaliknya seorang isteri juga berkewajiban untuk melayani suaminya 

secara maksimal, disamping dia berhak mendapatkan nafkah , kiswah dan 

tempat tinggal. 

Kondisi tersebut di atas tidak terjadi dalam praktek pernikahan misyar, 

dalam praktek nikah misyar tidak ada kewajiban nafkah isteri, tempat tinggal 

dan yang lainnya yang tampak oleh kita hanya mengutamakan hubungan 

biologis atau seksual saja. Dengan kata lain, seorang suami tidak dituntut 

untuk membayar mahar, nafkah, kiswah dan tempat tinggal dan lain 

sebagainya, melainkan dia hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan biologis 

isteri saja.
2
 

Di dalam perkawinan suami juga berkewajiban untuk memberikan 

atau menyediakan tempat tinggal, serta memikul segala beban biaya yang di 

butuhkan oleh isteri dan anak. Pemberian nafkah adalah mutlak kewajiban 

suami. Nafkah yang wajib ditanggung suami ada tiga macam yaitu sandang, 

pangan dan papan. Besar kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua 

                                                             
2
 Muhammad Jawwad al Mughniyah, Fikih lima mazhab, terj. Afif Muhammad 

(Jakarta: Lentera Basri Tama, 2001), h. 76 
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belah pihak. Oleh karena itu suami yang baik tentu akan selalu memberikan 

dan melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sebab hal inilah yang mampu 

menambah rasa cinta dan kasiih sayang kepada isteri, menambah 

kebahagiaan, dan menambah kesetiaan. Bahkan dari semua itu suami bisa 

memberikan hadiah kepada isteri Menjadi tanda tanya besar apakah nikah 

misyar sebagai solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan 

khususnya kaum awanis atau bahkan sebaliknya, akan menimbulkan 

persoalan baru dalam hukum al akhwalu as Sahsiyah. Disisi lain para ulama 

masih berbeda pendapat dalam menghukumi nikah misyar tersebut. Ada yang 

menolak dan menghukumi haram dan ada juga yang membolehkan dan 

menghalalkan.
3
 

Al-Misyar dari segi bahasa diambil dari kata, saara, sairan, sairatan, 

wamasiratan, yang maknanya adalah pergi. Kata ini adalah merupakan kata 

pasaran yang bermakna berpergian atau tidak menetap dalam waktu yang 

lama. Muhammad Tha‟mah al-Qaudah mendefinisikan, nikah misyar ialah 

perkawinan yang dibangun di atas akad yang sah secara syariah, terpenuhi 

segala rukun dan syarat perkawinan yang syar‟i. Hanya hak-haknya sebagai 

istri tidak dipenuhi oleh si suami (seperti tempat tinggal, nafkah dan 

pembagian hari), yang demikian berlangsung terus-menerus. 

Sedangkan ulama yang menetang dan tidak membolehkan nikah 

misyar adalah Abdul  Sattar  al-Jubali. Beliau berargumen bahwa nikah  

misya>r menyebabkan suami tidak punya rasa tanggung jawab keluarga. 

                                                             
3 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh,(Semarang:Dina Utama,1994), h. 135 
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Akibatnya, suami akan dengan mudah menceraikan istrinya, semudah dia 

menikah. Belum lagi praktek nikah misya>r yang lebih banyak dilakukan 

secara diam-diam, tanpa wali. Semua ini akan menjadikan akad nikah 

menjadi bahan permainan oleh orang-orang  pengagum seks dan pecinta 

wanita. Karena tak ada tujuan lain, selain agar nafsu seksnya terpenuhi tanpa 

ada tanggung jawab       sedikitpun.  

Belum lagi anak-anak yang terlahir nantinya, akan merasa asing 

dengan bapaknya, karena jarang dikunjungi, dan hal ini akan memperburuk 

pendidikan dan akhlak anak-anak, kemudian salah satu pendapat dalam 

mazhab Syafi‟i mengatakan tidak sahnya  akad nikah bila disyaratkan gugur 

nafkah dan tempat tinggal. 

Selain itu, al-Jubali juga membantah argumen ulama yang mem- 

bolehkan nikah misya>r bahwa disebabkan dalil yang digunakan oleh pendapat 

pertama sangat tidak pas. Al-Jubali juga menolak argumen      yang dikemukakan 

oleh pendapat yang membolehkan nikah misya>r, bahwa nikah misya>r 

meminimalisir perawan-perawan tua yang kaya raya dan tidak butuh biaya 

suami. Menurutnya, alasan seperti ini perlu ditela‟ah lebih jauh. Bahwa 

perawan-perawan tua ya n g  kaya itu hanya sedikit jumlahnya. Maka solusi 

itu justru akan banyak menelantarkan perawan-perawan tua miskin yang 

jumlahnya lebih banyak.
4
 

Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim bahwa  pendapat  yang  rajih  

tentang  nikah  misya>r  adalah  bahwa yang menjadi pangkal perselisihan 

                                                             
4
 Ibid. Pendapat ini mengutip dalam kitab Muhammad bin Idris al-Shafi‟i, Al-Umm, (Beirut: 

Daral-Fikr, 1403 H), h. 231. 
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terletak pada pengajuan syarat untuk mengugurkan kewajiban menafkahi dan 

tinggal bersama istri,  serta pengaruhnya terhadap keabsahan akad. Beliau 

menyatakan bahwa akad nikah misya>r tetap sah dan perkawinannya pun 

legal, namun syaratnya gugur. Dengan demikian perkawinan ini tetap  

mengimplikasikan pengaruh-pengaruh syari‟at berupa penghalalan 

senggama, kepastian nasab, kewajiban nafkah dan pembagian yang adil (jika 

poligami). Dalam hal ini, istri berhak menuntut, namun tidak masalah jika 

ia dengan sukarela melepaskan hak-hak ini tanpa  syarat, sebab itu 

merupakan haknya.
5
  

Nasir al-Din al-Albani, Muhammad Zuhaili Ali Qurah Dagi dan 

Ibrahim Fadhi mereka adalah lantaran menonjolnya upaya menyembunyikan 

dan merahasiakan pernikahan semacam ini. Karena itu ia merupakan jalan 

kerusakan dan perbuatan kemunkaran. Orang-orang yang sudah rusak 

pribadinya bisa saja menjadikannya sebagai tunggangan untuk 

merealisasikan tujuan mereka. Sebab segala sesuatu yang menyeret kepada 

perkara haram, maka hukumnya juga diharamkan. Larangan ini juga 

ditunjukkan untuk kepentingan mengatur umat manusia.  

Dampak-dampak buruk ini dapat dipastikan timbul, dan biasanya 

menjadi kenyataan, bukan sekedar dalam batas prediksi-prediksi, khayalan 

belaka, maupun kejadian-kejadian yang bersifat dadakan maupun jarang 

terjadi.
6
 Selain itu para ulama di atas juga berpendapat bahwa pernikahan 

                                                             
5
 Shaykh Abu  Malik  Kamal  bin  al-Sayyid  Salim,  S}ahi>h  Fiqh  Sunnah,  Jld.  3, (Riya>dh: 

Jami>ah al-Islamiyyah al-Su‟diyah, t.t.), h. 261. 
6
 Usamah al-Asyqar, Mustajida>t al-Fiqihiyyah fi> Qadha>ya al-Zawaj wa al-Thalaq 
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misya>r tidak mewujudkan orientasi-orientasi pernikahan, seperti hidup 

bersama, meretas jalinan kasih sayang, cita-cita memiliki ke turunan dan 

perhatian terhadap istri dan anak-anak, serta tidak adanya keadilan di 

hadapan istri-istri. Terlebih lagi, adanya unsur penghinaan terhadap kaum 

wanita dan terkadang mengandung muatan untuk menggugurkan hak istri 

atas pemenuhan kebutuhan biologis, nafkah dan lain-lain.  

Perbuatan-perbuatan pokok yang dituju oleh seseorang telah diatur 

dalam syari`at dan termasuk dalam hukum taklifi yang lima atau yang 

disebut al Ahkam al Khamsah. Keharusan utuk melakukan atau menghindari 

perbuatan yang mendahului pokok tersebut, ada yang telah diatur sendiri 

hukumnya oleh syara` dan ada yang tidak diatur secara langsung. 

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya Fatawa Mu’ashirah tahun 2006 

menyebutkan: 

َْ فَؾِ  ْْ وَب إِ َٚ اطُ  ْٚ اطِ َ٘زاَ اٌضَّ ْٚ مبَفِذَ اٌضَّ َِ ُ لََ ٠ؾَُمِّكُ  شِ إلََِّ أََّٔٗ ِ٘ ػًب فِٟ اٌظَب ْٚ ؾْشُ َِ ١ْؾًب 

 ٖ ْٚ ىْشُ َِ َٛ فِٟ سَأ٠ِْٟ  ُٙ ٌِهَ، فَ ِٛ رَ ٔؾَْ َٚ ْٕضِيِ  َّ ٌْ ؽْشَافُ ػٍََٝ ا الْإِ َٚ  ُْ ْٕب ئِ َّ هْ الَِْ َٚ  ُٓ اٌغُىْ َٚ  اٌضبَثِزخَِ، 

Artinya: 

“Pernikahan ini kendati secara zahir adalah sah secara syara‟ namun 

pernikahan ini tidak dapat mewujudkan tujuan-tujuan suatu pernikahan 

seperti kebahagiaan, ketenangan, kemulyaan, dan lain sebagainya. Oleh 

karena itu saya berpendapat nikah misyar itu boleh tapi hukumnya makruh”.
7
 

 

 

 

                                                                                                                                                                       
(Damaskus: Daral-Ilmiyyah, 1422 H), 125. 

19
Ibid., 

7
 Wahbah al-Zuhaili, Mausu’ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya Mu’ashirah, 

(Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), h. 526. 



7 
 

 

Karena melihat pendapat Wahbah Al-Zuhaili ini berbeda dengan 

pendapat ulama diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul ini “Analisis 

Pendapat Wahbah Al-Zuhaili Tentang Nikah Misyar Persfektif 

Maqhasid Al-Syari‟ah”. 

B. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah adalah salah satu aspek yang sangat penting 

dalam pelaksaan penelitian dalam bidang apa saja. Identifikasi masalah 

adalah problem pengenalan masalah dan inventarisir masalah. Berdasarkan  

dari latar belakang di atas maka yang menjadi Identifikasi masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Nikah misyar maslahat atau madharat. 

b. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya nikah misyar. 

c. Apa dampak maslahat dalam penikahan nikah misyar. 

d. Perbedaan pendapat ulama kontemporer tentang hukum nikah misyar. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, banyak hal yang bisa kita 

jadikan objek penelitian. Namun agar tesis ini terarah, maka penulis 

membatasi kajian fokus penelitian tentang pendapat Wahbah al-Zuhaili 

tentang nikah misyar. Pertama pandangan Wahbah al-Zuhaili tentang 

nikah misyar. Kedua metode Istinbat yang dilakukan Wahbah al-Zuhaili 

dalam menerapkan hukum nikah misyar. Ketiga peran maqashid al-

syari’ah terhadap nikah misyar.   
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3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, pembahasan yang akan 

dilakukan dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pandangan Wahbah al-Zuhaili tentang nikah misyar? 

2. Bagaimana metode Istinbat Wahbah al-Zuhaili dalam menerapkan 

hukum nikah misyar? 

3. Bagaimana analisis nikah misyar persfektif maqashid al-syari’ah?   

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut maka tujuan dari 

penelitian tesis ini adalah: 

1. Untuk mengatahui perbedaan nikah misyar dengan nikah lainnya 

2. Untuk mengetahui metode Istinbat Wahbah al-Zuhaili dalam 

menerapkan hukum nikah misyar 

3. Untuk mengetahui analisis nikah misyar persfektif maqashid al-

syari’ah. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Secara operatif, manfaat penelitian  ini ingin memperoleh jawaban atas 

pertanyaan: Bagaimana perbedaan nikah misyar dengan nikah lainnya? 

Apa dasar atau dalil bagi Wahbah al-Zuhaili tentang membolehkan 
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nikah misyar? dan Bagaimana analisis nikah misyar persfektif 

maqashid al-syari’ah?. 

2. Secara administratif,  adalah untuk memenuhi tugas akhir sebagai 

syarat memperoleh gelar megister hukum (M.H) dalam bidang hukum 

Hukum Keluarga di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pembaca, secara 

teoritis, hasilnya merupakan kontribusi bagi pengembangan 

pemikiran  di bidang keagamaan, khususnya dalam bidang hukum 

keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah). Sedangkan secara  praktis dapat 

dijadikan landasan (dasar)  untukmengadakan penelitian lanjutan  dalam 

bidang yang  sama. 

D. Sistematika Penulisan 

Penelitian Tesis ini terdiri dari lima (V) bab, masing-masing bab 

menguraikan beberapa penjelasan, yang mana keseluruhan uraian tersebut 

yang mempunyai hubungan dan saling berkaitan dengan satu sama lain, 

adapun sistematis yang dipakai dalam penulisan ini adalah: 

BAB I PENDAHULUAN, bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian 

dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORITIS, bab ini berisikan tentang, kerangka teori, 

pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, hukum pernikahan, syarat 
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dan rukun pernikahan, tujuan pernikahan, hikmah pernikahan, perbedaan 

nikah misyar dengan nikah lainnya dan tinjauan penelitian yang relevan. 

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini berisikan tentang Jenis 

penelitian, pendekatan penelitian, sumber data (data primer, data sekunder 

dan data tersier), teknik pengumpulan data dan teknik analisah data. 

BAB IV METODE IJTIHAD, LANDASAN DAN MAQASHID,  bab ini 

berisikan tentang, pandangan Wahbah al-Zuhaili dari metode ijtihad dan 

landasan tentang nikah misyar, kemudian analisis maqhasid al-syariah 

tentang nikah misyar. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori 

1. Definisi dan Dasar Hukum Nikah 

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (إٌىبػ), adapula yang 

mengatakan perkawinan menurut istilah fiqih dipakai perkataan nikah dan 

perkataan zawaj.
8
 Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. 

Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan 

tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam 

menarik akar katanya saja.
9
 Perkawinan adalah: 

هِ ػِجبَسَ  ْٚ ٌْؾُشُ ا َٚ  ِْ ًِ ػٍََٝ الْأسَْوَب ِّ َ ؾْز ُّ ٌْ َ سِ ا ْٛ ُٙ ؾْ َّ ٌْ ٌْؼمَْذِ ا ِٓ ا حٌ ػَ  

Artinya:  

“Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-

rukun dan syarat-syarat”.
10

 

Para ulama fiqih pengikut mazhab yang empat (Syafi‟i, Hanafi, 

Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan 

pada: 

هَّءِ ٠َزنَََُّّٓ ػَمْذٌ  َٚ ٍْهَ  ب  َِ َّ ُ٘ ؼْٕبَ َِ  ْٚ َ ٠ْظٍ أ ِٚ ْٚ رضَْ َ ثٍَِّفْعٍ إِٔىَبػٍ أ  

 

 

                                                             
8
 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 

1974), h. 78. 
9
 Sudarsono, Hukum Keluarga Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 62. 

10
 Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al Damsyiqi al-Syafi‟i, 

Kifayah alAkhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar, Juz. 2, (Semarang: Usaha Keluarga), h. 36. 
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Artinya:  

“Akad yang membawa kebolehan  dengan lafazh nikah atau kawin, atau 

makna yang serupa dengan kedua kata tersebut”.
11

 

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah 

akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah, perkawinan bertujuan untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah.
12

 

Sedangkan dalam UU No.1 Th 1974 disebutkan bahwa perkawinan 

adalah: ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita  sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dari beberapa terminologi 

yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan 

adalah fitrah ilahi. 

2. Rukun Nikah 

Rukun Nikah adalah sesuatu yang sangat penting, namun dalam 

memberikan defenisi tentang makna rukun tersebut ulama berbeda pendapat, 

menurut ulama Hanafiah Rukun adalah: hal yang menentukan keberadaan 

sesuatu dan menjadi bagian di dalam esensinya. Sedangkan menurut jumhur 

ulama rukun adalah: hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. 

                                                             
11

 Ibid., 
12

 Marwan H, Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam, (Jakarta: Sinarsindo, 2015), h. 341. 
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Sesuatu tersebut tidak akan terwujud tanpa keberadaannya atau dengan kata 

lain merupakan hal yang harus ada. 

Dalam perkataan mereka yang masyhur rukunadalah: hal yang  hukum 

syar‟i tidak mungkin ada melainkan dengannya, atau hal yang menentukan 

esensi sesuatu baik merupakan bagian darinya maupun bukan.
13

 Dan dalam 

menentukan rukun nikah ini ada para ulama yang bersepakat dengannya dan 

ada juga yang tidak disepakati. Adapun rukun nikah yang disepakati adalah 

ijab dan qabul karena dengan keduanya salah satu dari kedua mempelai 

mengikat diri dengan yang lain. Adapun selain ijab dan qabul ulama berbeda 

pendapat. Ulama Hanafiah memandang bahwa rukun nikah hanya ijab dan 

qabul saja, sedangkan menurut jumhur ulama ada empat yaitu: 

a. Wali 

Menurut jumhur ulama selain Hanafiah, akad nikah tidak sah kecuali 

dengan kehadiran seorang wali sebagaimana firman Allah Ta‟ala: 

 ُُ إِراَ هٍََّمۡزُ َٚ ُ ُٙ اْ ث١ََٕۡ ۡٛ مَ َّٓ إِراَ رشَََٰ ُٙ عَ ََٰٚ َٓ أصَۡ َّٓ أَْ ٠َٕىِؾۡ َّٓ فلََا رؼَۡنٍُُُٛ٘ ُٙ َٓ أعٍَََ ٱٌٕغَِّبءَٓ فجٍََغَۡ

ٌِهَ ٠ُٛػَعُ ثۦِِٗ ؼۡشُٚفِِۗ رََٰ َّ
ٌۡ شُُۚ   ثٱِ َٙ أهَۡ َٚ  ُۡ َٰٝ ٌىَُ ُۡ أصَۡوَ ىُ ٌِ ٱلۡأخِٓشِِۗ رََٰ ِِ ۡٛ َ١ ٌۡ ٱ َٚ  ِ ُٓ ثٱِلِلَّّ ِِ ُۡ ٠ؤُۡ ٕىُ ِِ  َْ ٓ وَب َِ

 ُ ٱلِلَّّ َٚ َْ ٛ ُّ ُۡ لََ رؼٍََۡ أَٔزُ َٚ  ُُ   ٠ؼٍََۡ

Artinya:  

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka 

janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal 

suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang 

ma´ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara 

kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. 

Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. (Al-Baqoroh: 232)
14

 

                                                             
13

 Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, fiqh islam waadilatuhu, Jld, IX, (Gema Insani Pres 

2011), h. 49. 

 
14

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, Cet. X, (Bandung: Penerbit 

diponegoro, 2013), h. 37.  
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Imam Syafi‟i berkata ini merupakan ayat yang paling jelas 

menerangkan tentang pentingnya wali, jika tidak demikian maka tidak ada 

artinya lagi para wali menghalangi perkawinan. Dan juga berdasarkan sabda 

Rasulullah Sallallahu `Alaihi Wasallam: 

 ِٓ عَٝ ػَ ْٛ ُِ  ِٓ َْ ثْ ب َّ ْٓ ع١ٍَُْ شَأحٍَ ػَ ِْ ب ا َّ َّٟ ؿ لبَيَ: ا٠َُّ َّْ إٌَّجِ َ ْٓ ػَبئؾَِخَ ا حَ ػَ َٚ ْٓ ػُشْ ْ٘شِِٞ ػَ اٌضُّ

ب، فَ  َٙ ًَ ثِ ْْ دخََ . فبَِ ًٌ ب ثبَهِ َٙ ، فَِٕىَبؽُ ًٌ ب ثبَهِ َٙ ، فَِٕىَبؽُ ًٌ ب ثبَهِ َٙ ب فَِٕىَبؽُ َٙ ّ ِ١ ٌِ َٚ  ِْ ب ٔىََؾَذْ ثِغ١َْشِ اِرْ َٙ ٍَ

 َٙ ْٓ فشَْعِ ِِ  ًَّ ب اعْزؾََ َّ شُ ثِ ْٙ َّ َّٟ ٌَُٗ. اٌخّغخ الَ اٌْ ٌِ َٚ ْٓ لََ  َِ  ُّٟ ٌِ َٚ  ُْ ٍْطَب ا فبٌَغُّ ْٚ ِْ اؽْزغََشُ ب، فبَِ

 اٌغبئٝ
Artinya:  

“Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari „Aisyah, sesungguhnya 

Nabi SAW bersabda, Siapa saja wanita yang menikah tanpa idzin walinya 

maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kemudian 

jika (suaminya) telah mencampurinya, maka bagi wanita itu berhak 

memperoleh mahar sebab apa yang telah ia anggap halal dari 

mencampurinya. Kemudian jika mereka (wali-walinya) berselisih, maka 

penguasa (hakimlah) yang menjadi walinya”. (HR. Khamsah kecuali Nasai)
15

 

 

Hadist ini dipahami bahwa tidak sah pernikahan tanpa adanya wali. 

Sedangkan menurut ulama hanafiah bahwa bagi perempuan yang berakalyang 

telah baligh boleh menikahkan  dirinya sendiri dan putrinya yang masih 

kecil,juga boleh menerima hak wakil dari orang lain, akan tetapi jika ia 

menikahkan dirinya dengan orang yang tidak selevel dengannya maka 

walinya boleh menolaknya. 

 

 

 

 

                                                             
15

 Muhammad Nashiruddi Al Albani, Ringkasan Shahih Bukhari, Jld. II, (Pustaka Azzam: 

Jakarta, 2006), h. 621. 
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b. Saksi 

Menurut jumhur ulama selain Hanafiah saksi termasuk rukun nikah, 

sedangkan menurut Hanafiah saksi nikah masuk kepada syarat. Rasulullah 

sallallahu `Alaihi Wasallam bersabda: 

. اٌخّغخ الَ إٌغبئٝ ٌٍِّٟ َٛ ِٓ إٌَّجِِّٟ ؿ لبَيَ: لََ ِٔىبَػَ الََِّ ثِ عَٝ سك ػَ ْٛ ُِ ْٓ اثَِٝ   ػَ

Artinya:  

“Dari Abu Musa RA dari Nabi, beliau bersabda, Tidak ada nikah melainkan 

dengan (adanya) wali”. (HR. Khamsah kecuali Nasai)
16

 

Adapun saksi –saksi hendaknya memiliki beberapa sifat tertentu yaitu: 

1) Hendaknya mempunyai kapabilitas untuk mengemban persaksian, telah 

baligh dan berakal. 

2) Dengan kehadiran mereka hendaknya terwujud makna pengumuman akan 

pernikahan tersebut. 

3) Hendaknya mampu menghargai pernikahan ketika menghadirinya. 

Selanjutnya mengenai sifat kapasitas yang disepakati dan disyaratkan 

dalam persaksian nikah adalah al-ahliyah kamilah (kapasitas sempurna) 

mampu mendengar ucapan kedua belah pihak yang melakukan akad dan 

memahaminya, syarat hal ini adalah: 

a) Akal: tidaklah sah orang gila menjadi saksi untuk acara akad nikah karena 

 tujuan persaksian tidak terwujud yaitu mengumumkan dan menetapkan 

 pernikahan dimasa akan datang kalau ada pengingkaran. 

                                                             
16

 Ibid., 
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b) Baligh: Tidaklah sah kesaksian anak kecil sekalipun sudah mumayyiz, 

 karena kehadiran anak kecil tidak merealisasikan tujuan persaksian, yaitu 

 menghargai prosesi pernikahan dan kehadiran mereka tidak sesuai dengan 

 esensi pernikahan tersebut. 

c) Berbilang: syarat ini disepakati oleh para ahli fikih. Akad nikah tidak akan 

 terlaksana hanya dengan satu orang saksi sebagaimana yang terkandung 

 dalam hadis tentang persasian di atas. Para ulama Hanafiah menyebutkan 

 bahwa sanya barang siapa menyuruh seorang lelaki untuk menikahkan 

 putrinya yang kecil, lantas ia menikahkannya, sedangkan ayah perempuan 

 tersebut hadir dengan disertai satu orang saksi lagi, maka akad nikah 

 tersebut boleh dilakukan, karena sang ayah secara otomatis dapat 

 mengikuti prosesi akad nikah tersebut, sebab masih dalam satu majelis, 

 sedangkan wakilnya menjadi menjadi utusan mengungkapkan akad dan 

 satu orang lagi menjadi saksi. Akan tetapi jika sang ayah tidak ada 

 ditempat maka akad nikah tersebut tidak sah, karena majelis akadnya 

 berbeda. 

d) Laki-laki: ini merupakan syarat menurut jumhur ulama selain Hanafiah, 

 saksi nikah itu adalah dua orang laki-laki, nikah tidak sah dengan saksi 

 satu laki-laki dan dua perempuan, ini mengingat betapa pentingnya 

 persaksian dalam pernikahan. Lain halnya persaksian dalam hal harta dan 

 transaksi-transaksi uang lainnya. Ulama hanafiah berkata, boleh 

 hukumnya persaksian dua orang perempuan dan satu orang lelaki 
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 sebagaimana persaksian dalam masalah harta, karena perempuan juga 

 punya kapabilitas untuk bersaksi. 

e) Meredeka: ini merupakan syarat menurut jumhur ulama selain Hanabilah, 

 pernikahan tidak sah dengan persaksian dua orang budak laki-laki, hal ini 

 disebabkan karena budak tidak punya hak wali untuk dirinya sendiri, 

 karena itu dia juga tidak punya hak wali atas orang lain,sedangkan 

 persaksian termasuk dalam kategori perwalian. Para ulama Hanabilah 

 berkata, pernikahan dapat dilangsungkan dengan persaksian dua budak 

 laki-laki,  karena menurut mereka persaksian budak dapat diterima dalam 

 semua hal, tidak ada dalil yang menafikan hal tersebut baik dari alqur‟an, 

 sunnah atau ijmak, dan Allah akan menerima kesaksian budak atas seluruh 

 umat pada hari kiamat. 

f) Adil: Istiqomah dan senantiasa mengikuti ajaran-ajaran agama sekalipun 

 hanya secara lahiriah, yaitu orang yang tidak terang-terangan melakukan 

 kefasikan. Akad nikah tidak tidak sah dengan saksi orang fasik, karena 

 kandungan hadis bahwa saksi itu harus adil. Ulama hanafiah berkata: 

 keadilan bukan merupakan syarat dalam persaksian, akad nikah sah 

 dilakukan dengan saksi yang adil maupun yang fasik, karena kesaksian ini  

 merupakan penerimaan amanah dan amanah sah diberikan kepada oarng 

 yang fasik. Orang fasik sah untuk menjadi wali maka iapun sah untuk 

 menjadi saksi, ini adalah pendapat syi‟ah imamiyah juga karena menuru 

 mereka kesaksian bukan merupakan syarat sahnya akad nikah akan tetapi 

 hanya sesuatu yang dianjurkan saja. 
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g) Islam: Syarat ini disepakati oleh seluruh ulama, syarat ini diberlakukan 

 jika kedua pengantin sama-sama Islam, ulama Hanafiah mengatakan 

 pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab maka saksinya 

 boleh juga dari ahli kitab, karena kesaksian ahli kitab terhadap ahli kitab 

 diperbolehkan. 

h) Dapat melihat: ini merupakan syarat menurut ulama Syafi‟iyah, dalam 

 pendapat paling benar, kesaksian orang buta tidak dapat diterima, karena 

 perkataan tidak dapat diterima dengan sempurna melainkan dengan 

 melihat secara langsung. Dapat melihat bukan merupakan syarat menurut 

 jumhur ulama, kesaksian mereka sah jika mampu mendengar perkataan 

 kedua belah pihak yang melangsungkan akad nikah dan dapat 

 membedakannya tanpa keraguan, itu karena orang buta mepunyai hak 

 untuk bersaksi. 

i) Dapat mendengar: Ini merupakan syarat menurut mayoritas ulama fikih, 

 akad nikah tidak sah dengan kesaksian dua orang tuli atau orang tidur, 

 karena tujuan kesaksian tidak tercapai, demikian kesaksian orang mabuk 

 yang tidak sadar apa yang ia dengar atau mengingatnya setelah ia sadar. 

 Demikian juga tidak sah kesaksian orang yang tak memahami bahasa arab 

 jika akad nikah dilaksanakan dalam bahasa arab ataupun juga dalam 

 bahasa lainnya.
17
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 Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Op., Cit, h. 56. 
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c. Akad  

Akad adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang 

melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah 

penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari 

pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya, misalnya: 

“Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar 

sebuah kitab Riyadhus Shalihin”. Qabul adalah penerimaan dari pihak suami 

dengan ucapannya, misalnya: “Saya terima nikahnya anak Bapak yang 

bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin”. 

Tapi diantara ulama ada perbedaan pendapat dalam menentukan shigat 

Pernikahan. Menurut ulama Hanafiah pernikahan sah dengan semua lafal 

(kata) yang menunjukkan pemberian hak milik sesuatu seketika itu, seperti 

lafal hibah (memberi hadiah), tamliik (memberi hak milik), sedekah, 

pembeian pinjaman, jaminan, alisti’jaar,
18

 perdamaian, pertukaran, al-ju’lu,
19

 

menjual dan membeli. Dengan syarat ada niat untuk menikahi dan dipahami 

oleh saksi.
20

 

Sedangkan menurut pendapat ulama Maliki, pernikahan sah dengan 

lapaz at-tazwij (mengawinkan) dan at-tamliik (member hak milik) dan lafaz-

lafaz yang senada dengan kedua kata tersebut, seperti hibah, sedekah dan 

                                                             
18

 Alisti’jaar, yaitu siperempuan menjadikan dirinya sebagai ganti, misalnya dia berkata “ 

Aku menyewa rumahmu dengan dirikuatau dengan puteriku, ketika bermaksud untuk menikah.” 

Berbeda dengan al-ijaarah ( penyewaan) dimana si perempuan mengatakan, “ aku menyewakan 

diriku dengan ini dan itu.” 
19

 Alju’lu secara bahasaberarti menjadikan. Misalnya para saksi akad nikah mekatakan 

kepada kedua mempelai , “kalian berdua menjadikan akad ini sebagai pernikahan,” lantas kedua 

mempelai menjawab “iya”, maka pernikahannya sah. Bahkan seandainya siperempuan berkata 

kepada si lelaki “ saya menjadikan diriku sebagai istrimu”, lantas si lelaki menerimanya, maka itu 

juga di anggap sah (menurut madzhab hanafi). 
20

 Ibid. h. 47. 
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pemberian, untuk melakukan akad tidak harus menyebutkan mahar, sekalipun 

mahar adalah sesuatu yang harus ada. 

Sedangkan menurut ulama Syafi‟iyah dan hanabilah akad nikah sah 

dengan menggunakan lafaz tazwij (mengawinkan) dan inkaah (menikahkan) 

saja tidak dengan selain kedua lafaz tersebut, itu dilakukan dengan hanya 

mencukupkan lafaz yang terdapat dalam al-qur‟an.
21

 Untuk terjadinya akad 

yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut: 

1) Ijab qabulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab qabul 

 tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap 

 ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qabul, tindakan apapun 

 yang oleh adat dianggap telah berpaling atau pemisah dari ijab dan qabul 

 maka dapat mengubah status akad nikah. Menurut jumhur ulama 

 disyaratkan untuk menyegerakan pengucapan ijab dan qabul. 

2) Kesesuaian dan ketepatan kalimat ijab dan qabul, kesesuaian ini dapat 

 terwujud dalam hal orang dan ukuran mahar, misalnya wali berkata, “aku 

 menikahkanmu dengan khadijah”. Lantas calon suami menjawab, “aku 

 terima nikah Fatimah” maka pernikahan tersebut tidak sah, atau perbedaan 

 tersebut ada pada mahar seperti wali ucapkan, “ aku nikahkan kamu 

 dengan putriku dengan mahar 1000 dirham”, lantas calon suami menjawab 

 “saya terima nikahnya dengan mahar 800 dirham” maka pernikahannya 

 tidak sah.kecuali jika perbedaan dalam mahar tersebut dengan tujuan lebih 

                                                             
21
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 baik, yaitu dengan menambah jumlah maharnya seperti ucapan suami, aku 

 terima menikahinya dengan mahar 1100 dirham.
22

 

3) Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik kembali 

 ucapannya, sebelum pihak yang lain mengucapkan qabul, jika dia menarik 

 kembali ucapannya maka ucapan ijab tersebut menjadi batal,dengan 

 demikian  tidak ada kalimat yang sesuai dengan kalimat qobul, karena 

 ijab dan qabul merupakan satu rukun, dengan kata lain salah satu dari 

 keduanya hanyalah setengah rukun. Sesuatu yang tersusun dari dua hal 

 tidak dianggap ada dengan keberadaan salah satunya saja. 

4) Diselesaikan pada waktu akad: pernikahan seperti jual beli yang 

 memberikan syarat agar akadnya diselesaikan pada waktu akad itu terjadi, 

 jadi tidak boleh akad seperti, “Aku akan menikahimu besok” juga tidak 

 boleh akad dengan di barengi syarat yang tidak ada seperti, “Aku akan 

 menikahimu jika Zaid datang, atau jika ayahku meridhai”.
23

 

Di dalam ijab qabul haruslah dipergunakan kata-kata yang dipahami 

oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah sebagai menyatakan 

kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah, dan tidak boleh 

menggunakan kata-kata kasar. Dan menurut sunnah sebelum akad nikah 

diadakan khutbah terlebih dahulu yang dinamakan Khutbatun Nikah atau 

Khutbatul Hajat. 
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 Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Op., Cit,  h. 78. 
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Syeikh Abu Bakar al-Jazairi berkata dalam kitabnya Minhaajul 

Muslim. Ucapan ketika akad nikah seperti: Mempelai lelaki, “Nikahkanlah 

aku dengan putrimu yang bernama Fulanah”. Wali Wanita, “Aku nikahkan 

kamu dengan putriku yang bernama Fulanah” mempelai lelaki, “Aku terima 

nikah putrimu”. 

d. Calon suami Isteri 

Bahwa adanya calon suami isteri adalah sesuatu yang sangat penting, 

karena mereka itulah yang menjadi kehidupan rumah tangga adapun 

persyaratannya adalah: 

1) Keduanya sudah tamyiz. 

2) Tidak ada larangan nikah diantara mereka menurut hukum. 

3) Ada persetujuan diantara keduanya. 

Adapun mengenai mahar bukanlah termasuk rukun nikah namun harus 

di bayarkan oleh suami kepada istrinya, kecuali memang ada kerelaan istei. 

Mahar adalah tanda kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang 

wanita, mahar juga merupakan pemberian seorang laki-laki kepada 

perempuan yang dinikahinya, yang selanjutnya akan menjadi hak milik istri 

secara penuh. 

Kita bebas menentukan bentuk dan jumlah mahar yang kita inginkan 

karena tidak ada batasan mahar dalam syari‟at Islam, tetapi yang disunnahkan 

adalah mahar itu disesuaikan dengan kemampuan pihak calon suami. Namun 

Islam menganjurkan agar meringankan mahar. 



23 
 

 

3. Hukum Nikah 

Adapun hukum pernikahan, kaum muslimin telah berijma‟ 

(bersepakat) bahwa pernikahan merupakan hal yang disyari‟atkan.
24

 

Sedangkan mengenai jenis atau sifat pernikahan dari segi diminta 

mengerjakan atau tidak ada bebarapa macam yaitu: 

1) Wajib, menurut kebanyakan para ulama fiqih, hukum pernikahan adalah 

 wajib, jika seseorang yakin akan jatuh kedalam perzinahan seandainya 

 tidak menikah. Sedangkan ia mampu untuk memberikan nafkah kepada 

 isterinya berupa mahar dan nafkah batin serta hak-hak pernikahan lainnya. 

 Ia juga tidak mampu menjaga dirinya menjaga dirinya untuk tidak terjatuh 

 kedalam perbuatan hina dengan cara berpuasa atau lainnya, itu karena ia 

 diwajibkan untuk menjaga kehormatan dirinya dari yang haram. Segala 

 sesuatu yang merupakan sarana untuk kesempurnaan sebuah kewajiban 

 maka hukumnya wajib juga, caranya dengan menikah. Menurut jumhur 

 ulama antara fardhu dan wajib adalah sama dan tidak ada perbedaan. 

2) Haram, nikah diharamkan jika seseorang yakin akan menzalimi dan 

 membahayakan istrinya jika ia menikahi. Seperti dalam keadaan tidak 

 mampu memenuhi kebutuhan pernikahan, atau tidak bisa berbuat adil di 

 antara istri-istrinya. Karena segala sesuatu yang menjurus kepada 

 keharaman maka iapun hukumnya adalah juga haram. 

Jika terjadi benturan antara hal yang mewajibkan seseorang untuk 

menikah dan juga hal yang mengharamkannya untuk melakukan. Seperti ia 
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yakin akan terjerumus ke dalam perzinahan seandainya tidak menikah dan 

sekaligus yakin ia akan menzalimi istrinya, maka pernikahannya adalah 

haram. Karena jika ada pertemuan antara yang halal dan yang haram maka 

yang dimenangkan yang haram. Sebagaiman firman Allah Ta‟ala: 

١غَۡزؼَۡفِفِٱ ٌۡ ِِٗۦۗ  َٚ ٍِ ٓ فنَۡ ِِ  ُ ُُ ٱلِلَّّ ُٙ َٰٝ ٠غ١َُِٕۡ َْ ِٔىَبؽًب ؽَزَّ َٓ لََ ٠غَِذُٚ  ٌَّز٠ِ

Artinya:  

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian 

dirinya, sehingg mereka Allah memampukan diri mereka dengan 

karunianya”. (Q.S. an-Nur: 33)
25

 

Juga dalam hadist Nabi Muhammad, yang menganjurkan agar 

berpuasa untuk menjaga diri dari timbulnya syahwat. Mungkin ada orang 

yang mengatakan bahwa dalam keadaan tersebut diutamakan untuk menikah, 

karena tabiat seorang laki-laki akan lentur setelah menikah, pola interaksinya 

akan meningkat, serta akan terkikis sikap kerasnya dan hilang sipat kacau. 

Demikian juga tidak menikah dalam keadaan seperti itu kemungkinan besar 

akan jatuh dalam perzinahan. 

3) Makruh, pernikahan dimakruhkan jika keadaan seseorang dikhawatirkan 

 terjatuh pada dosa dan mara bahaya, kekhawatiran ini belum sampai 

 kepada derajat keyakinan kalau ia menikah. Ia khawatir tidak mampu 

 memberi nafkah, berbuat jelek kepada keluarga,atau kehilangan keinginan 

 kepada perempuan. 
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Dalam mazhab Hanafi, makruh ada dua macam yaitu: makruh tahrimi 

(mendekati haram) dan makruh tanzihi (mendekati halal), sesuai dengan kuat 

atau lemahnya kekhawatiran. Sedangkan menurut ulama Syafi‟I, menikah 

makruh hukumnya bagi orang yang memiliki kelemahan, seperti tua renta, 

penyakit menahun, kesusahan yang berkepanjangan,atau terkena gangguan 

jin. 

4) Mustahab (dianjurkan) yaitu dalam kondisi stabil: menurut jumhur ulama 

 selain imam Syafi‟I, pernikahan dianjurkan jika seseorang berada dalam 

 kondisi stabil, sekiranya ia tidak khawatir terjerumus kedalam perzinahan 

 jika tidak menikah, juga tidak khawatir akan berbuat zalaim kepada 

 istrinya seandainya ia menikah. 

Sedangkan imam Syafi‟I berkata: sesungguhnya pernikahan dalam 

keadaan stabil hukumnya adalah mubah, boleh dilakukan dan boleh 

ditinggalkan. Sesungguhnya konsentrasi mencari ilmu dan beribadah adalah 

lebih utama dari pada menikah. 

4. Anjuran Islam Untuk Melakukan Pernikahan 

Islam telah menganjurkan kepada manusia untuk menikah. Dan ada 

banyak hikmah di balik anjuran tersebut. Antara lain adalah: 

Sunnah Para Nabi dan Rasul 

ٍْٕبَ سُعُلاً  ٌمَذَْ أسَْعَ َٟ ث٠َِخٍَ إلََِّ َٚ ٌِشَعُٛيٍ أَْ ٠تَرِْ  َْ ب وَب َِ َٚ ٠َّخً  رسُِّ َٚ اعًب  َٚ ُْ أصَْ ُٙ ٍْٕبَ ٌَ عَؼَ َٚ ٍِهَ  ٓ لجَْ ِِّ  

ًٍ وِزبَةٌ  ًِّ أعََ ىُ ٌِ ِْ اّللِّ   ثئِرِْ
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Artinya:  

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan 

Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada 

hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat melainkan dengan izin 

Allah.Bagi tiap-tiap masa ada Kitab”. (QS. ar-Ra'd: 38)
26

 

 

Dalam tafsir Ibnu Katsir di jelaskan bahwa Allah Ta‟ala telah 

mengutus para  rasul sebelum nabi Muhammad Salallahu Alaihiwasallam 

yang berupa manusia demikian juga dengan Muhammad Salallahu 

Alaihiwasallam yang juga manusia, mereka makan makanan,dan merekapun 

berjalan di pasar, mereka juga berkumpul dengan isteri  mereka, dan mereka 

juga mempunyai anak. Dan Allah Ta‟ala memberikan kepada mereka isteri-

isteri dan keturunan.
27

 

Bagian Dari Tanda Kekuasan Allah 

 ُْ ْٓ أَٔفغُِىُ ِِّ ْْ خٍَكََ ٌىَُُ  َ ِٗ أ ْٓ آ٠بَرِ ِِ َّْ فِٟ َٚ خً إِ َّ سَؽْ َٚ دَّحً  َٛ َِّ ًَ ث١َْٕىَُُ  عَؼَ َٚ ب  َٙ اعًب ٌِّزغَْىُُٕٛا إ١ٌَِْ َٚ أصَْ

 َْ ٍَ ٠زَفَىََّشُٚ ْٛ مَ ٌِهَ ٠٢َبَدٍ ٌِّ  رَ

Artinya:  

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir”. (Q.S. ar-Rum: 21)
28

 

 

Salah Satu Jalan Untuk Menjadi Kaya 

 ٓ ِِ  ُ ُُ اللَّّ ِٙ ُْ إِْ ٠ىَُُٛٔٛا فمُشََاء ٠غُِْٕ بئِىُ َِ إِ َٚ  ُْ ْٓ ػِجبَدِوُ ِِ  َٓ ؾ١ِ ٌِ ب اٌقَّ َٚ  ُْ ٕىُ ِِ  ٝ َِ أَٔىِؾُٛا الأ٠َبَ َٚ

اعِغٌ  َٚ  ُ اللَّّ َٚ  ِٗ ٍِ ٌُ  فنَْ ١ٍِ  ػَ
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Artinya: 

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang 

yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba 

sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan 

mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui”. 

(Q.S. an-Nur: 32)
29

 

 

Islam berpendirian tidak ada pelepasan kendali gharizah seksual untuk 

dilepaskan tanpa batas dan tanpa ikatan. Untuk itulah maka diharamkannya 

zina dan seluruh yang membawa kepada perbuatan zina. Tetapi di balik itu 

Islam juga menentang setiap perasaan yang bertentangan dengan gharizah ini. 

Untuk itu maka dianjurkannya supaya kawin dan melarang hidup membujang 

dan kebiri. Seorang muslim tidak halal menentang perkawinan dengan 

anggapan, bahwa hidup membujang itu demi berbakti kepada Allah, padahal 

dia mampu kawin atau dengan alasan supaya dapat seratus persen 

mencurahkan hidupnya untuk beribadah dan memutuskan hubungan dengan 

duniawinya.  

Sementara itu, dalam Shahih al-Bukhari terdapat kisah yang 

menceritakan Abu Bakar ash-Shiddiq beserta tamu-tamunya yang serupa 

dengan hadis diatas. Dalam kisah tersebut terdapat dalil bagi ulama, seperti 

Imam asy-Syafi‟i dan juga lainnya, yang berpendapat bahwa orang yang 

mengharamkan makanan, pakaian atau sesuatu hal selain wanita, yang 

diharamkan itu tidak haram baginya dan juga tidak perlu baginya membayar 

kafarat. 
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Sedangkan ulama yang lain, diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal 

berpendapat, bahwa orang yang mengharamkan makanan, minuman, pakaian 

atau sesuatu hal lainnya maka ia wajib membayar kafarat sumpah atas hal itu. 

Sebagaimana jika ia mengharuskan diri untuk meninggalkan dengan sumpah, 

ia dihukum semata-mata karena mengharamkan suatu hal kepada dirinya 

sendiri secara tegas.
30

 

5. Menikah Itu Ciri Khas Makhluk Hidup 

Selain itu secara filosofis, menikah atau berpasangan itu adalah 

merupakan ciri dari makhluq hidup. Allah Ta‟ala telah menegaskan bahwa 

mahluk-mahluk ciptaan-Nya ini diciptakan dalam bentuk berpasangan satu 

sama lain. 

 ٓ ِِ َٚ َْ ُْ رزَوََّشُٚ ِٓ ٌؼٍَََّىُ ع١َْ ْٚ ءٍ خٍَمَْٕبَ صَ ْٟ ًِّ ؽَ  وُ

Artinya:  

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 

mengingat kebesaran Allah”. (Q.S. adz-Dzariyat: 49)
31

 

Dalam tafsir Ibnu Katsir di sebutkan bahwa Allah menciptakan 

seluruh mahluk itu berpasang-pasangan, langit dan bumi, siang dan malam, 

matahari dan bulan, daratan dan lautan, terang dan gelap, iman dan kufur, 

kematian dan kehidupan, ketaatan dan kemaksiatan, kesengsaraan dan 
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kebahagiaan, surga dan neraka, bahkan sampai kepada tumbu-tumbuhan dan 

hewan yang ada laki dan perempuan.
32

 

6. Tujuan Pernikahan 

 Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk 

menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia 

pada hari ini. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut ini: 

1) Melaksanakan anjuran Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam 

 dalam sabdanya: 

 ْٓ ِ  ػَجْذِ  ػَ ِٓ  اَللَّّ غْؼُٛدٍ  ثْ ِ  سَعُٛيُ  ٌَٕبَ لبَيَ  ػٕٗ الله سمٟ َِ ؼْؾَشَ  ٠بَ ) ٚعٍُ ػ١ٍٗ الله فٍٝ اَللَّّ َِ 

ِٓ   اٌَؾَّجبَةِ  ُُ  اعْزطََبعَ  َِ ْٕىُ ٌْجبَءَحَ  ِِ َ طْ  ا َّٚ ١ٍْزَضََ ُ  , فَ ٍْجقََشِ  أغََلُّ  فئََِّٔٗ ٌِ ,  ُٓ أؽَْقَ ٍْفشَْطِ  َٚ ٌِ ,  ْٓ َِ َٚ  ُْ ٌَ 

ِٗ  ٠غَْزطَِغْ  َِ  فؼ١ٍَََْ ْٛ ُ  ; ثبٌِقَّ عَبءٌ  ٌَُٗ  فئََِّٔٗ ِٚ  

Artinya:  

“Abdullah Ibnu Mas‟ud Radliyallaahu „anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 

„alaihi wa Sallam bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barangsiapa di 

antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat 

menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum 

mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”. (Shahih Al 

Bukhari)
33

 

 

Dalam Firman Allah Ta‟ala: 

 َٟ ْْ ٠َّترِْ َ يٍ ا ْٛ ٌِشَعُ  َْ ب وَب َِ َٚ ٠َّخً ِۗ رسُِّ َّٚ اعًب  َٚ ُْ اصَْ ُٙ ٍْٕبَ ٌَ عَؼَ َٚ ٍِهَ  ْٓ لجَْ ِِّ ٍْٕبَ سُعُلًا  ٌمَذَْ اسَْعَ ٠خٍَ اِلََّ َٚ  ثبَِٰ

ًٍ وِزبَةٌ  ًِّ اعََ ىُ ٌِ ِۗ ِ ِْ اللّه  ثبِِرْ

Artinya: 

Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi 

Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. 

Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) 
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melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya. (QS. ar-

Ra‟d Ayat: 38)
34

 

 

2) Memperbanyak keturunan umat ini, karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa 

sallam bersabda: 

 َُ َِ ُ ُُ الْأ ىَبصشٌِ ثىُِ ُِ دَ، فئَِِّٟٔ  ْٛ ٌُ َٛ ٌْ دَ ا ْٚ دُ َٛ ٌْ ا ا ْٛ عُ َّٚ  رضََ

Artinya:  

“Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada 

hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan 

umat-umat yang lain”.
35

  

Dari hadis diatas ada perintah untuk memperbanyak keturunan, 

adapun caranya adalah menikahi wanita yang sehat, subur, dan juga 

penyayang sehingga apabila umat Nabi Muhammad banyak maka beliau akan 

merasa bangga disaat semua umat-umat akan dikumpulkan allah di suatu 

tempat yang luar biasa. 

3) Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan 

pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram. Karena Allah 

Ta'ala memerintahkan: 

ب  َّ َّْ اللهَ خَج١ِشٌ ثِ ُْ إِ ُٙ ٌِهَ أصَْوَٝ ٌَ ُْ رَ ُٙ ٠ؾَْفظَُٛا فشُُٚعَ َٚ  ُْ ِ٘ ْٓ أثَْقَبسِ ِِ َٓ ٠غَنُُّٛا  ١ِٕ ِِ ؤْ ُّ ٍْ ٌِ  ًْ لُ

 َْ َٓ  ٠قَْٕؼَُٛ ٠ؾَْفظَْ َٚ  َّٓ ِ٘ ْٓ أثَْقَبسِ ِِ  َٓ ٕبَدِ ٠غَْنُنْ ِِ ؤْ ُّ ٍْ ٌِ  ًْ لُ َٚ َّٓ ُٙ  فشُُٚعَ

Artinya:  

“Katakanlah (ya Muhammad) kepada laki-laki yang beriman: Hendaklah 

mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara 
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kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada 

wanita-wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan sebagian 

pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka”. (An-Nur: 30-

31).
36

  

Ini merupakan perintah Allah kepada hamba-hambanya yang beriman 

agar mereka menahan pandangan dari perkara-perkara yang haram dilihat. 

Jangan lah melihat kecuali kepada hal-hal yang di bolehkan untuk dilihat dan 

hendaklah mereka menahan diri untuk melihat hal-hal yang haram dilihat. 

B. Hikmah Pernikahan 

Hikmah adalah: Sesuatu yang di dalamnya ada tujuan yang mendalam. 

Di dalam kitab ensiklopedi Hukum Islam disebutkan beberapa hikmah 

pernikahan yaitu: 

1) Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar. Secara alami naluri yang 

sulit dibendung oleh manusia dewasa adalah naluri seksual. Islam ingin 

menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam 

menyalurkan keinginan seksual adalah perkawinan, sehingga segala akibat 

negatip yang ditimbulkan oleh penyaluran seksual secara tidak benar dapat 

dihindari sedini mungkin. Oleh karena itu ulama fikih menyatakan bahwa 

perkawinan merupakan satu-satunya cara yang benar dan sah dalam 

menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-masing pihak tidak merasa 

khawatir akan akibatnya. 

2) Merupakan cara yang paling baik untuk mendapatkan anak dan 

mengembangkan keturunan. 
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3) Menyalurkan naluri kebapakan atau keibuan. Naluri ini berkembang secara 

bertahap sejak masa anak-anak sampai masa dewasa. Seorang manusia 

tidak akan merasa sempurna apabila tidak menyalurkan naluri tersebut. 

4) Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik 

anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk 

membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. 

5) Membagi rasa tanggung jawab antara suami dan isteri yang selama ini 

dipikul oleh masing-masing pihak. 

6) Menyatukan keluarga masing-masing pihak, sehingga hubungan 

silaturrahmi semakin kuat dan terbentuk keluarga baru yang lebih banyak. 

7) Memperpanjang usia. Hasil penelitian masalah-masalah kependudukan 

yang dilakukan perserikatan bangsa-bangsa pada tahun 1958 menunjukkan 

bahwa pasangan suami isteri mempunyai kemungkinan umur lebih 

panjang dari pada orang-orang yang tidak menikah selama hidupnya. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah banyak mengeluarkan fatwa 

dalam berbagai bidang diantaranya bidang akidah, ibadah, sosial dan budaya. 

Dalam musyawarah nasional MUI VIII pada tanggal 13-16 Sya‟ban 1431 H / 

25-28 Juli tahun 2010 yang diadakan di Jakarta, MUI mengeluarkan fatwa 

tentang nikah misyar. Dalam fatwa tersebut Majelis Ulama Indonesia 

menjelaskan pengertian dari nikah misyar, yang dimaksud dengan nikah 

misyar adalah bentuk pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun 

dan syarat pernikahan, namun pernikahan tersebut diniatkan dan/atau 

disepakati untuk sementara, semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan 
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selama dalam perjalanan. 

Ketentuan hukum nikah misyar sebagaimana dimaksud dalam 

pengertian nikah misyar tersebut adalah hukumnya haram, karena merupakan 

nikah mu’aqqat (nikah sementara) yang merupakan salah satu bentuk nikah 

mut’ah. Fatwa tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa nikah wisata 

hukumnya haram, mengingat pernikahan misyar merupakan bagian dari nikah 

mut’ah yang telah haram hukumnya sampai hari kiamat. Dasar hukum yang 

digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menetapkan hukum nikah 

misyar sebagai berikut: Majelis Ulama Indonesia, dalam Musyawarah 

Nasional MUI VIII pada tanggal 13-16 Sya‟ban 1431 H/ 25-28 Juli 2010 M. 

Menetapkan: Fatwa Tentang Nikah Misyar dengan Ketentuan Umum: 

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan nikah misyar adalah bentuk 

pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, 

namun pernikahan tersebut diniatkan dan/atau disepakati untuk sementara, 

semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan selama dalam perjalanan. 

Ketentuan Hukum: Nikah misyar sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan umum hukumnya haram, karena merupakan nikah mu’aqqat (nikah 

sementara) yang merupakan salah satu bentuk nikah mut’ah. Fatwa tersebut 

sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan nikah misyar adalah pernikahan 

yang dilakukan semata- mata hanya untuk memenuhi kebutuhan selama 

dalam perjalan. Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia 

menegaskan bahwa nikah misyar hukumnya adalah haram. 

Nikah misyar dalam penelitian ini berbeda dengan nikah mut’ah yang 
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ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan konsep nikah mut’ah. 

Nikah mut’ah adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan 

perempuan dalam jangka waktu tertentu. Nikah mut’ah berakhir dengan 

sendirinya, tanpa ada talak, ketika waktu yang disepakati telah usai.  

Dalam nikah mut‟ah tidak ada kewajiban memberi nafkah atau tempat 

tinggal. Tidak ada kewarisan antar suami istri, jika salah satunya meninggal 

dunia pada sebelum nikah mut’ah berakhir. Rukun-Rukun dalam nikah 

mut’ah hanya ada empat:   

1) Suami/istri  

2) Shigat 

3) Mahar  

4)  durasi waktu yang ditentukan (al-ajal).  

Sedangkan wali dan saksi tidak menjadi rukun dalam nikah mut’ah.
37

 

Para Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum nikah mut’ah. 

Paling tidak ada dua aliran yang berbeda. Aliran pertama, mengatakan, nikah 

mut’ah adalah haram. Demikian pendapat kalangan sahabat, antara lain Ibn 

Umar, Ibn Abi Umrah al-Ansari, Ali Ibn Abi Talib, dan lain-lain, sebagai 

sumber riwayat. Pada periode-periode berikutnya, dikuatkan oleh imam-imam 

al-Mazahib al-Arba‟ah, kalangan Zahiri serta Jumhur Ulama 

Mutaakhkhirin.
38

 Aliran kedua, hukum nikah mut’ah adalah halal. Demikian 

sumber riwayat dari kalangan sahabat, di antaranya, Asma binti Abu Bakar, 

Jabir ibn Abdullah, Ibn Mas‟ud, Ibn Abbas, Muawiyah, Amar ibn Hurais, 

                                                             
37

 Nashr bin Ibrahim al-Maqdisi, Tahrim Nikah al-Mut’ah, (Madinah al-Munawwarah: 

Maktabah Da‟r al-Turas, 1987), h. 61.  
38

 Al-Zarqani, Syarh al-Zarqani al-Muwatta`, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 152. 
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Abu Said alKhudri. Dari kalangan Tabi‟in, Tawus, Ata‟, Said ibn Jubair, dan 

Fuqaha Mekkah. Pendapat ini dikukuhkan oleh golongan Syi‟ah Imamiah dan 

Rafidah.
39

  

Sebab terjadinya perbedaan pendapat di antara mereka ialah karena 

adanya perbedaan penetapan para ulama terhadap riwayat-riwayat yang 

menasakh-kan hukum kebolehan nikah mut’ah itu sendiri. Aliran yang 

mengharamkan, menganggap bahwa riwayat-riwayat tersebut mutawatir 

adanya, setidaknya berkualitas sahih. Sementara kelompok yang 

menghalalkan, menganggapnya sebagai riwayat ahad dan tidak bisa menjadi 

dalil nasikh. Oleh karena itu, kedua aliran berbeda pula dalam menetapkan 

status hukum apakah nikah mut’ah itu haram atau halal. Menurut ulama 

mazhab empat serta jumhur sahabat dan tabi‟in, yang dirujuk oleh kaum 

Sunni nikah mut’ah untuk selanjutnya dilarang. Ada beberapa hal yang 

menjadi dasar larangan tersebut yaitu: Pertama, larangan Rasulullah, dalam 

beberapa hadis. Menurut Ibnu Rusyd larangan tersebut diketahui secara 

mutawatir.
40

  

Sebagian ulama berpendapat bahwa keharaman nikah mut’ah dalam 

Islam sudah merupakan hasil ijma‟. Para ulama di kalangan Sunni berupaya 

menjelaskan keharaman nikah mut’ah, akan tetapi ulama di kalangan Syi‟ah 

sejak awal membolehkan dan tetap mempertahankannya sampai sekarang, 

bahkan menjadi bagian dari aturan hukum perkawinan yang mereka anut.  

                                                             
39

 Al-Syaukani, Nail al-Autar, Jld.VI, (Mesir: al-Halabi, t.th), h. 144. 
40

 Muslim Ibn al-Hajaj Abu Husain al-Qusyairi Al-Naisaburi, Sahih Muslim, Jld. II, 

(Maktabah: Syamilah Ishdar, 2009), h. 1023. 
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Menurut ulama kalangan Syi‟ah, nikah mut’ah tetap dibolehkan atau 

dihalalkan sampai sekarang, sama halnya dengan nikah permanen (nikah 

daim).  Seperti yang telah penulis sebutkan pada sebelumnya bahwa pendapat 

jumhur tentang mut’ah adalah perkawinan yang membatasi waktu meskipun 

menggunakan kalimat nikah atau zawaj. Sedangkan ulama Hanafi ia 

menegaskan bahwa mut’ah haruslah menggunakan kalimat istimta dan 

memberikan batasan waktu. Perbedaan ini hanyalah sebatas nama saja, 

sedangkan hukumnya tetap sama, yaitu tidak sah dan haram. Keharaman 

tersebut karena memberikan batasan waktu dalam lafadz akad. Hal yang perlu 

digaris bawahi dari misyar bahwa tidak memberikan batasan waktu dalam 

lafadz akad seperti yang terjadi dalam mut’ah atau nikah temporal.  

Akan tetapi misyar memiliki dugaan atau kecendrungan untuk 

terjadinya perpisahan antara istri dan suami. Ini berarti misyar secara esensi 

juga memberikan batasan akan usia perkawinan, meskipun terbuka 

kemungkinan akan terus berlanjut namuan dalam probelitas yang kecil. 

Berdasarkan uraian yang telah penulis sebutkan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan yang sangat mendasar 

antara nikah misyar dan nikah mut’ah persamaannya adalah dari segi kedua 

pernikahan tersebut suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya.  

Sedangkan perbedaannya adalah sebagai berikut:  

a. Sighat ijab pada nikah mut’ah boleh dengan mut’ah seperti mata’tuka, 

 sedangkan nikah misyar tidak.  
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b. Nikah mut’ah dilakukan tanpa wali dan tanpa saksi, berbeda dengan nikah 

 misyar, pelaksanaannya harus ada wali dan saksi.  

c. Di dalam akad nikah mut’ah terdapat pembatasan waktu, sedangkan nikah 

 misyar tidak.  

d. Ikatan pernikahan mut’ah berakhir tanpa harus mengucapkan talak, akan 

 tetapi ikatan pernikahan berakhir dengan sebab habisnya waktu. 

 Sedangkan nikah misyar berakhir ikatan pernikahan karena ucapan talak 

 dari seorang suami.  

e. Antara suami dan istri tidak saling mewarisi jika tidak disyaratkan dalam 

 akad. Sedangkan nikah misyar disyaratkan atau tidak, antara suami dan 

 istri tetap saling mewarisi.  

Ini berbeda dengan nikah misyar. Dalam nikah misyar tidak dikenal 

adanya durasi waktu menikah. Di samping itu dalam rukun-rukunnya, nikah 

wisata memenuhi semua rukun yang telah ditetapkan, sedang pada nikah 

mut’ah wali dan saksi tidak menjadi rukun nikah. Jika dalam nikah mut‟ah 

tidak batasan jumlah wanita yang dinikahi, maka dalam nikah misyar hanya 

diperbolehkan mengumpulkan wanita maksimal empat saja. 

C. Maqashid al-Syari’ah  

1. Pengertian Maqashid al-Syari’ah  

Secara bahasa maqashid al-syari’ah terdiri dari dua kata, yakni 

maqashid dan syariah. Disamping kata maqashid al-syari’ah Sebagian  

ulama memakai kata Maqashid Ad-Dien dan Maqashid At-Tasyri‟. Semua 

istilah tersebut mengarah pada satu makna yang sama yaitu tujuan-tujuan 
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syariat.
41

 Maqashid adalah bentuk plural dari maqshod yang berasal dari kata 

kerja   َ٠َمْقِذُ -ذَ لَق  ada beberapa makna dari kata ini tergantung dari posisi kata 

dalam kalimat dan redaksinya. Makna-makna tersebut antara  lain
42

: menuju 

suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan yang 

lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.
43

  

Ibnu Jarir At-Thobary mengatakan bahwa yang disebut dengan Al-

Qoshdu dari suatu jalan adalah yang lurus yang tidak berbelok-belok.
44

 

Sementara kata syariah ( َُاٌَؾَّش٠ِْؼخ) secara bahasa memiliki beberapa makna, 

antara lain: jalan yang dilewati menuju sumber air.
45

 Thoriqoh (cara), Millah 

(agama), Minhaj (metode).
46

 Allah Ta‟ala berfirman:  

 َْ ْٛ ُّ َٓ لََ ٠ؼٍََْ اۤءَ اٌَّز٠ِْ َٛ ْ٘ َ َّجغِْ ا لََ رزَ َٚ َٙب  شِ فبَرَّجِؼْ ِْ َٓ الََْ ِِّ ٝ ؽَش٠ِْؼخٍَ  ٍَٰ هَ ػَ َٰٕ ٍْ َُّ عَؼَ    صُ

Artinya: 

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari 

urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa 

nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”. (Q.S Al-Jatsiyah: 18)
47

  

Adapun makna syariah secara istilah adalah semua aturan yang Allah 

turunkan untuk para hambanya, baik terkait masalah aqidah, ibadah, 

                                                             
41

 Nawawi, M Hakim, Konsep Maqoshid Syari’ah dan dalil-dalilnya, Jurnal El-Hikam 

Vol. 8 No. 2 (2015), h. 446. 
42

 Ibnu Faris, Mu’jam Maqoyis Al-Lughoh, (DamaskuS: Darul Fikr, 1979), Jld. V, h. 95.  
43

 Mawardi, Ahmad Imam, Fiqh Minoritas Fiqh al -Aqlliyat dan Evolusi Maqashid Al-

Syari’ah dari Konsep ke Pendekatan, (Yogyakarta, 2010), h. 178-179.   
44

 At-Thobary, Ibnu Jarir, Jami’ Al-Bayan, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2000), Jld. VI, 

h. 4955.  
45

 Ibnu Manzhur, Lisanul Arab, Jld. VIII, (Beirut: Dar Shodir, 1413 H), h. 175. 
46

 Asy-Syaukani, Muhammad Ali, Fathul Qodir, Jld. II, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1414 

H), h. 56. 
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 Departemen Agama RI, Op., Cit, h. 500.  
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muamalah, adab, maupun akhlak. Baik terkait hubungan makhluk dengan 

Allah, maupun hubungan antar sesama makhluk. 

Menurut Mahmud Syaltut syariat adalah:                                                  

ْٝ ػَ  ب ٔفَْغُُٗ فِ َٙ ُْ ثِ ْٔغَب ١ٌِتَخُْزَ الْإِ ب  َٙ ٌَ ْٛ عَ أفُُ ْٚ ؽَشَّ َ َٙب اللهُ أ ػَ ُُ اٌَّزِٝ ؽَشَّ َٟ إٌِّظَ ِ٘ ِٗ اٌَؾَّش٠ِْؼخَُ  لَالزَِ

 ، ِْ ْٔغَب ِٗ الَإِ ِٗ ثتِخ١َِْ َٚ ػَلَالزَِ  ، ُِ ٍِ غْ ُّ ٌْ ِٗ ا ِٗ ثتِخ١َِْ َٚ ػَلالَزَِ  ، ِٗ ٌْؾ١َبَحِ.ثشَِثِّ ا َٚ  ِْ ْٛ ىَ ٌْ ِٗ ثبِ    َٚ ػَلَالزَِ

Artinya:  

"Syariat adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan Allah atau yang 

ditetapkan pokok-pokoknya supaya manusia berpegang teguh kepadanya 

dalam hubungannya dengan Tuhannya, sesama saudara yang muslim, sesama 

manusia, dengan alam semesta dan kehidupan”.
48

 

 

ب، ثؾ١َِْشُ لََ  َٙ ِّ ؼْظَ ُِ  ْٚ َ ايِ اٌزَّؾْش٠ِْغِ أ َٛ ١ْغِ أؽَْ ِّ ٌِؾَبسِعِ فِٟ عَ ظَخُ  ْٛ ٍْؾُ َّ ُُ اٌ َٚ اٌؾِىَ ؼبَِٟٔ  َّ اٌ

َِ اٌؾَّش٠ِْؼخَِ،  ْٓ أؽَْىَب ِِ عٍ خَبؿٍّ  ْٛ ِْ فِٟ َٔ ْٛ ب ثبٌِىَ َٙ ُ لاَ ؽَظَبر ُِ ُـّ  ْٚ فَبفِ رخَْزَ َ َ٘زاَ أ  ْٟ ًْ فِ ف١َذَخُْ

ًُ فِٟ َ٘  ٠ذَخُْ َٚ ب،  َٙ لاؽََظَزُ ُِ  ْٓ ا اٌزَّؾْش٠ِْغُ ػَ ْٛ ؼبَِٟٔ اٌَّزِٟ لََ ٠خٍَُْ َّ اٌ َٚ خِ  َِّ ب اٌؼبَ َٙ َٚ غَب٠زَِ زاَ اٌؾَّش٠ِْؼخَِ 

ٌىََِّٕ  َٚ  ، َِ اعِ الأؽَْىَب َٛ ْٔ ظَخَ فِٟ عَبئشِِ أ ْٛ ٍْؾُ َِ ُِ ١ٌْغَذْ  ٓ اٌؾِىَ ِِ  ٍْ ؼبَ َِ اعٍ أ٠َْنًب  َٛ ْٔ َ ظَخٌ فِٟ أ ْٛ ٍْؾُ َِ ب  َٙ
ب َٙ ْٕ ِِ  وَض١ِْشَحٍ 

Artinya: 

“Makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi maksud dari Allah pada 

semua bentuk-bentuk penetapan syariat atau sebagian besarnya, yang tidak 

khusus tentang hukum-hukum syariat terkait makhluk-makhluk Allah, akan 

tetapi termasuk juga di dalamnya sifat-sifat syariat, tujuan-tujuan umum 

syariat, makna-makna yang menjadi perhatian dalam penetapan syariat, dan 

termasuk juga di dalamnya hikmah-hikmah yang bukan universal namun 

bersifat mayoritas”.
49

 

 

Menurut Al-Fasi maqashid syariah adalah: 

َٙب ِِ ْٓ أؽَْىَب ِِ  ٍُ ًَّ ؽِىَ ْٕذَ وُ ب اٌؾَّبسِعُ ػِ َٙ مَؼَ َٚ َٚ الأعَْشَاسُ اٌَّزِٟ  ب  َٙ ْٕ ِِ  اٌغب٠َخَُ 

“Tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia syariat yang ditetapkan Allah pada 

setiap hukum-hukumNya”.
50
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 Syaltut, Mahmud, Al-Islam Aqidah Wa Syariah, (Mesir: Dar Al-Qalam, 1996), tt. tt.  
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 Ibnu „Asyur, Maqashid Asy-syari’ah Al-Islamiyyah, Jld. III, (Qatar: Wizaratul Awqaf 
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 Nuuruddin bin Mukhtar al-Khaadimi, Ilmul Maqaashid Asy-Syar’iyyah, (Riyadh: 

Maktabh„Abiikaan, 1421 H), h. 16. 
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Menurut Ahmad Ar-Raisuni maqashid syariah adalah: 

قٍْؾََخِ اٌؼِجبَدِ  َّ ٌِ ب،  َٙ ١ْمِ ًِ رؾَُمِّ مِؼذَْ اٌؾَّش٠ِْؼخَُ لِأعَْ ُٚ  اٌغب٠َبَدُ اٌَّزِٟ 

“Tujuan-tujuan yang ditetapkan syariat untuk mencapai kemaslahatan bagi 

hamba-hamba Allah”.
51

 

Menurut Muhammad bin Sa‟ad maqashid syariah adalah: 

 ًِ ْٓ أعَْ ِِ فًب  ْٛ خُقُ َٚ ب  ًِ ْٛ ُّ ب اٌؾَّبسِعِ فِٟ اٌزَّغْش٠ِْغِ ػُ َٙ ْٟ سَاػَ َ٘ب اٌَّزِ ُٛ ٔؾَْ َٚ  ُُ اٌؾِىَ َٚ ؼبَِٟٔ  َّ اٌ

ٌِؼ اٌؼِجبَد  رؾَْم١ٍْكِ ِقب

“Makna-makna dan hikmah-hikmah yang ditetapkan Allah dalam legislasi 

secara umum dan khusus untuk mencapai maslahat-maslahat bagi 

hambahamba Allah”.
52

 

Semua pengertian-pengertian maqashid syariah di atas menunjukkan 

bahwa maqashid syariah adalah maslahat-maslahat yang mengiringi 

penetapan syariat-syariat Allah, maslahat-maslahat yang menjadi tujuan 

ditetapkannya syaria-syariat Allah baik yang berkaitan dengan hukum-hukum 

universal atau pun parsial. Semua maslahat-masalahat tersebut terkumpul 

pada lima maslahat yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan 

dan harta. Maksudnya adalah bahwa segala sesuatu yang Allah syariatkan 

dalam agama ini tidak lepas dari tujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan 

dan harta.
53

 

Adapun istilah Maqashid Al-Syariah sebagai suatu istilah maka 

maknanya sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Syatibi (w. 790 H) adalah 
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tujuan-tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah yang intinya adalah untuk 

kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Setiap hukum 

yang ditetapkan oleh Allah tentulah mengandung tujuan-tujuan, yaitu untuk 

kemaslahatan umat manusia.
54

 

2. Konsep Mashlahat dalam Maqashid Al-Syari’ah  

Konsep mashlahat merupakan salah satu salah satu obyek penting 

dalam kajian hukum Islam (ijtihad). Mashlahat bukan hanya sekedar metode 

penetapan hukum, melainkan juga alat untuk mencapai tujuan hukum Islam 

(Maqashid Al-Syariah). Lebih dari itu, di kalangan ulama ushul dan ulama 

fikih, mashlahat dipandang sebagai salah satu metode hukum yang paling 

dominan digunakan oleh para ulama dalam menetapkan hukum syarak, 

khususnya masalah-masalah hukum yang tidak tegas diatur dalam nas.
55

  

Mengenai Mashlahat ini, Amir Syarifuddin menyatakan bahwa semua 

ulama sepakat tentang adanya kemaslahatan yang terkandung dalam hukum-

hukum yang ditetapkan oleh Allah Ta‟ala. Hanya saja, masih terdapat 

perdebatan dikalangan ulama mengenai maksud Allah dalam membuat 

ketetapan hukum. Diantara ulama ada yang berpendapat bahwa tujuan Allah 

membuat ketetapan hukum adalah untuk mendatangkan mashlahah. Di sisi 

lain, ada yang menganggap bahwa Allah menetapkan hukum memang murni 
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karena kehendak mutlak (iradat) Allah dan kekuasaannya untuk melakukan 

apapun yang diinginkannya.
56

  

Meskipun kedudukan mashlahat dianggap sebagai dalil hukum yang 

bersifat zhanniy, namun dalam beberapa kasus kedudukan Mashlahat bisa 

diposisikan lebih tinggi dari pada metode-metode hukum lainnya, seperti: 

ijma’, qiyas, istihsan, istishab, syad Al-dzari’ah, syar’un man qablahu dan 

„urf.
57

  

Najmudin Al-Thufi
58

 mengatakan Mashlahat adalah dalil syarak yang 

paling kuat akan tetapi tidak bisa mendahulukan nas.
59

 Menurut At-Thufi, ada 

19 dalil syarak dalam penetapan hukum. Dari 19 dalil tersebut, maka dalil 

yang paling kuat adalah mashlahah. Dalil-dalil tersebut antara lain:   

1) Al-Qur‟an  

2) Hadis  

3) Ijma‟Al-Ummah   

4) Ijma‟ Ahlu Al-Madinah   

5) Al-Qiyas   
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 Nama lengkapnya yaitu Abu ar-Rabi‟ Sulaiman bin Abd Al-Qawi bin Abd Al-Karim 

ibn Sa‟id. Sebutan nama kecil dengan at-Tufi, yang sebenarnya dibangsakan pada sebuah nama 

desa Tufa di wilayah Sarsar, yang  dikenal dengan Sarsar as-Sufla, dekat Bagdad, di mana ia 

dilahirkan. Al-Hafiz ibn Hajar menetapkan bahwa ia dilahirkan pada tahun 657 H. Ibn Rajab dan 

Ibn Al-Imad menetapkan at-Tufi dilahirkan tahun 670 H. Sumber lain menyebutkan bahwa atTufi 

dalam menjalani masa hidupnya tahun 657-716 H./1259-1316 M. Ibn Rajab, Ibn Hajar sepakat 

menetapkan bahwa at-Tufi wafat tahun 716 H. Beliau dikenal sebagai pakar metodologi 

pemahaman hukum Islam daripada bidang-bidang ilmu yang lainnya. Teori supremasi 

maslahatnya yang kontroversial di kalangan para pemikir konvensional dan kontemporer 

menjadikan penilaian tersendiri terhadap kapasitas keilmuan, kapabilitas, intlektualitas, dan 

akuntabilitas pandangan-pandangannya. Lihat: Az-Zirakly, Al-A’laam, (tt: Darul Ilmi, 2002), h. 

127.  
59

 Al-Yubi, Muhammad Sa‟ad, Maqashid Al-Syari’ah dan hubungannya dengan dalil-

dalil syarak, (Arab Saudi: Darul Hirah, 1418 H), h. 537. 
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6) Qawl Al-Shahabi   

7) Al-Mashlahah Al-Mursalah   

8) Al-Istishhab   

9) Al-Bara‟ah Al-Ashliyyah   

10) Al-Awaid   

11) Istiqra‟   

12) Sadd Al- Dzari‟ah   

13) Al-Istidlal   

14) Al-Istihsan   

15) Al-Akhdzu bi Al-Akhaf   

16) Al-Ishmah   

17) Ijma‟ Ahl Al-Kufah   

18) Ijma‟ Al-Itrah   

19) Ijma‟ Al-Khulafa‟ Al-Rasyidun.  

Menurut Imam Al-Ghazali, yang dimaksud dengan “menarik manfaat 

dan menolak madhorot”, adalah kemaslahatan yang berdasarkan pada 

penjagaan terhadap kehandak dari pembuat syariat itu sendiri yaitu Allah 

Subhanahu wa Ta‟ala. Bukan maksudnya menarik manfaat dan menolak 

mudhorat menurut kehendak manusia  (Maqashid Al-khalq). Adapun pokok-

pokok dari Maqashid Al-Syari‟ (ِمبفذ اٌؾبسع) adalah terjaganya Al-Ushul Al-

khamsah, yaitu: penjagaan terhadap agama (hifzh Al-din), penjagaan terhadap 

jiwa (hifzh Al-Nafs), pernjagaan terhadap akal (hifzh Al-aql), penjagaan 

terhadap keturunan (hifzh An-Nasl), penjagaan terhadap harta (hifzh Al-Mal). 
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Lebih lanjut, menurut Al-Ghazali, mashlahah yang boleh diamalkan adalah 

mashlahah yang sesuai dengan nas. Baik kesesuaiannya itu bersifat munasib, 

mulaim, atau mutabarah.
60

  

a. Pengertian Mashlahat  

Secara bahasa kata Mashlahat berasal dari kata kerja ٠قٍؼ فلاؽت    فٍؼ –

artinya kebaikan. Ibnu Faris menjelaskan dalam Mu’jam Maqoyis Al-Lughoh 

bahwa ketiga huruf penyusun kata فلاػ menunjukkkan kepada satu asal yaitu 

lawan dari فغبد yaitu kerusakan.
61

 Al-Fairuzabadi dalam Al-Qomus Al-Muhith 

menyebutkan  ٗمذ أفغذٖأفٍؾ : artinya kata  إفلاػ lawan dari kata إفغبد. Maka 

secara bahasa kata Mashlahat adalah lawan dari kata mafsadat (kerusakan). 

 .adalah bentuk Jama‟ dari kata Mashlahah ِقبٌؼ

Ahmad Warson Munawwir, mengartikan kata maslahah sebagai 

faedah, kepentingan, kemanfaatan dan kemaslahatan.
62

 Dari sudut pandang 

ilmu sharaf (morfologi), kata Mashlahah memiliki kesamaan dengan kata 

manfa’ah baik secara wazan (pola susunan huruf kata) maupun maknanya. 

Kedua kata ini (maslahah dan manfa’ah) telah diserap kedalam Bahasa 

indonesia menjadi maslahat dan manfaat.
63

 Adapun makna Mashlahat secara 

istilah, berikut kutipan defenisi Mashlahat menurut beberapa ulama:  
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 Al-Ghazali, Abu Hamid Muhamad, Al-Mustashfa min Ilm Al-Ushul, (Beirut: Dar 

AlKutub Al-Ilmiyyah, 1993), h. 311-312  
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 Ibnu Faris, Mu’jam Maqoyis Al-Lughoh, Jld. III, (Damskus: Darul Fikr, 1979), h. 303. 
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 Ibnu Manzhur, Lisanul Arab, Jld. II, h. 517. dan Arrozy, Mukhtar Al-Shihah, h. 187.  
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 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab – Indonesia, (Yogyakarta: 

Unit Pengadaan buku-buku Ilmiah Keagamaan, 1984), h. 844.  
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Menurut Imam Al-Ghazali
64

  

حٍ ا نَشَّ َِ دفَْغٍ  َٚ ْٕفؼَخٍَ  َِ ٍْتِ  ْٓ عَ ًِ ػِجبَسَحٌ ػَ قٍْؾََخُ فِٟ الْأَ فْ َّ ٌْ  

Artinya:  

Mashlahat itu adalah menarik manfaat dan menolak mudhorat.  

Menurut Al-Khawarizmi sebagaimana dikutip oleh Al-Syaukani 

dalam kitab Irsyadul Fuhul yang dimaksud dengan Mashlahat adalah
65

:   

 ْٛ مْقُ َِ ؾَبفظََخُ ػٍََٝ  ُّ ٌْ قٍْؾََخِ ا َّ ٌْ شَ ادُ ثبِ ُّ ٌْ ا ٍْكَٚ ٌْخَ ِٓ ا فبَ عَذِ ػَ َّ ٌْ دِ اٌؾَّشْعِ ثِذفَْغِ ا  

Artinya:  

Yang dimaksud dengan Mashlahat itu adalah memelihara maksud syarak        

dengan menolak mafsadat dari makhluq.
66

  

b. Sejarah Perkembangan Konsep Mashlahat  

Metode Mashlahat selalu jadi pertimbangan dalam proses ijtihad, 

karena mayoritas ulama mazhab sepakat bahwa kebenaran ijtihad bersifat 

relatif (dzanni), kecuali pada hukum yang jelaskan dengan tegas dalam nas. 

Konsep Mashlahat telah dikembangkan oleh para mujtahid sejak abad ke-6 

Hijriyah dan lebih dikembangkan lagi oleh para ulama setelahnya. Istilah 

Mashlahat banyak disandarkan kepada konsep Maqashid Al-Syariah.  

Menurut Ahmad Raisuni, istilah Mashlahat pertama kali digunakan 

oleh Imam Al-Hakim Al-Turmudzi
67

, ulama yang hidup pada abad ke-3 

Hijriyah. Dialah ulama yang dianggap pertama kalinya menyuarakan konsep 
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 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqih, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), h. 101.  
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 Abu Hamid Al-Ghazali, Al- Mustashfa min Ilm Al-Ushul, (Mesir: Dar Al-Jundi, tt), h. 

286-287. 
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 Al-Syaukani, Muhammad bin Ali, Irsyadul Fuhul ila tahqiq Al-haqq min Al-ushul, Jld. 

II, (tt: Dar Al-kitab Al-araby, 1999), h. 184.  
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 Ibid., h. 184.  
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Mashlahat dan Maqashid Al-Syariah dalam karya-karyanya, seperti: Al-

Shalat wa Maqashiduha, Al-Hajj wa Asraruhu, Al-‘Illah, ‘Ilal Al-Syariah, 

‘Ilal Al-‘Ubudiyyah dan juga Al-Furuq wa man’u at-taraduf yang kemudian 

diadopsi oleh Imam Syihabuddin Al-Qarafi menjadi judul buku 

karangannya.
68

  Setelah Al-Qaffal muncul pula Abu Bakar Al-Abhari dan 

Muhammad Al-Baqillani masing-masing dengan karyanya, yaitu Mas‟alah 

Al-Jawab wa Al-Dalail wa Al-Illah dan Al-Taqrib wa Al-Irsyad fi Tartib 

Thuruq Al-Ijtihad. Sepeninggal Al-Baqillani muncullah tokoh seperti Al-

Juwaini, AlGhazali, Al-Razi, Al-Amidi, Ibn Al-Hajib, Al-Baidhawi, Al-

Asnawi, Ibn Subuki, Izzu Al-Din bin Abd Al-Salam, Syihabuddin Al-Qarafi, 

Najmu Al-Din Al-Thufi, Ibn Taimiyyah dan Ibn Al-Qayyim AlJauziyyah.
69

  

Sedangkan menurut Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badawi, sejarah 

konsep Mashlahat dan Maqashid Al-Syariah ini dibagi ke dalam dua fase, 

yaitu sebelum Ibn Taimiyyah dan setelah Ibn Taimiyyah.
70

 Adapun menurut 

Hammadi Al-Ubaidi,
71

 orang yang pertama kali membahas Mashlahat dan 

Maqashid Al-Syariah adalah Ibrahim Al-Nakha‟i seorang tabi‟in dan gurunya 

Hammad ibnu Sulaiman, gurunya Abu Hanifah. Setelah itu barulah muncul 
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 Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah, Muhammad bin Ali bin Hasan bin Bisyr 

Alhakim At-Tirmidzi. Lahir 293 H di Turmudz. Beliau adalah ahli hadits meriwayatkan hadits dari 
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Al-Zahabi, Siyar Al-A’lam Al-Nubala, Jld. X, (Cairo: Darul Hadits, 2006), h. 466.   
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 Ahmad Al-Raysuni, Nazhariyat Al-Maqashid ‘inda Al-Imam Al-Syatibi, (Herndon: The 

International Institute of Islamic Thought, 1992), h. 32. 
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 Wardiyanta, Ijtihad Religius Ahmad Al-Raisani, (Surabaya: Erlangga, 1995), h. 40 dan 

71 
71

 Yusuf bin Muhammad Al-Badawi, Dar Al-Nafais, Cet. I, (Yordania: Dar Al-Bayan Al-

Arabi, 1421 H/2000 M), h. 75 dan 114.  
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Imam Al-Ghazali, Izzu Al-Din bin Abd Al-Salam, Najmu Al-Din AlThufi, 

dan terakhir Al-Syathibi.  

Sementara itu, Ismail Al-Hasani dalam kitabnya Nazhariyyah Al-

Maqashid inda Al-Imam Muhammad Al-Thahir ibnu ‘Asyur menyatakan 

bahwa konsep Mashlahat dan Maqashid Al-Syariah dikenal dalam dua 

sumber, yaitu sumber dari ulama ushul dan ulama fiqh. Pemikiran tentang 

Mashlahat dan Maqashid Al-Syariah dalam pandangan ulama ushul diwakili 

oleh Al-Juwaini dan AlGhazali. Sedangkan dalam pandangan ulama fikih 

ditemukan urutan nama-nama ulama, seperti: Izzu Al-Din bin Abd AlSalam 

Syihabuddin Al-Qarafi, Najmu Al-Din Al-Thuufi, Ibn Taimiyah, Ibn Al-

Qayyim AlJauziyyah dan Abu Ishaq Al-Syatibi.
72

 Meskipun ditampilkan 

dalam versi yang berbeda-beda, namun dapat diambil kesimpulan bahwa 

konsep Mashlahat dan Maqashid AlSyariah sudah ada dan dikenal jauh 

sebelum masa Imam Al-Syathibi.  

Meskipun yang membuat susunannya menjadi sistematis adalah Imam 

Imam Abu Ishaq Al-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat.
73

 Al-Syathibi 

telah menjelaskan bahwa tujuan hukum syariat (Maqashid Al-Syariah) adalah 

untuk mewujudkan kemaslahatan umum (Mashlahah Al-‘ammah) dengan 

menjadikan aturan hukum syariah yang paling utama dan sekaligus 

menjadikannya shalihah likulli zaman wa makan (kompatibel untuk setiap 

tempat dan waktu). Menurut Imam Al-Syathibi, untuk tercapainya tujuan 

hukum Islam, hendaknya hukum diaplikasikan berdasarkan prinsip-prinsip 
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 Ismail Al-Hasani, Nazhariyyah Al-Maqashid ‘inda Al- Imam Muhammad Al-Thahir 

ibnu Asyur, Cet. II, (Bayrut: Dar Al-Fikr, t.t.), h. 41 dan 71.  
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 Al-Syathibi, Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syariah, Op., Cit, h. 7 
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Maqashid Al-Syariah, lima prinsip uatama hukum syariat adalah: (a) 

memelihara agama; (b) memelihara jiwa; (c) memelihara keturunan (d) 

memelihara akal; dan (e) memelihara harta.
74

  

c. Pembagian Mashlahat  

1) Pembagian Mashlahat dari segi cakupannya  

Mashlahat jika ditinjau dari segi cakupannya terbagi menjadi tiga:  

a) Mashlahat yang berlaku umum  

Yaitu Mashlahat yang terkait dengan semua orang. Seperti Mashlahat 

menetapkan hukuman pancung bagi pembunuhan berencana. Hukum ini 

berlaku bagi semua orang yang melakukan pembunuhan secara sengaja. 

Karena bahaya dari pembunuh seperti ini bisa mengancam nyawa setiap 

orang.  

b) Mashlahat yang berlaku untuk banyak orang tapi tidak semua orang  

Mashlahat yang berlaku untuk banyak orang namun tidak mencakup 

semua orang. Misalnya Mashlahat pada hukum yang mewajibkan para tukang 

jahit mengganti (Dhoman) kain yang diserahkan pelanggan kepadanya jika 

kain itu rusak ditangan tukang jahit. Meskipun kemaslahatan ini mencakup 

banyak orang, namun ada sebagian orang yang tidak terkait dengan masalah 

ini. karena bisa saja orang yang tidak menjahitkan bajunya ditukang jahit dan 

hanya membeli barang jadi.  
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c) Mashlahat yang berlaku khusus  

Mashlahat yang berlaku khusus pada orang tertentu. Seperti 

Mashlahat hakim menjatuhkan thalaq kepada istri yang ditinggal suaminya 

dalam waktu yang lama tanpa ada berita dan kepastian apakah suami masih 

hidup atau sudah meninggal. Jika dibiarkan maka istri akan mendapat 

mudhorat yang besar. Karena istri tidak mendapatkan nafkah dan istri tidak 

bisa menikah dengan orang lain. Mashlahat seperti ini berlaku khusus pada 

kasus tertentu saja.  

2) Pembagian Mashlahat dari segi tsabat (ketetapan) dan taghayyur 

(perubahan)  

Menurut Mustafa Al-Syalabi Maslahat dari segi ketetapan dan 

perubahannya terbagi menjadi dua bentuk:   

a) Al-Maslahah Al-Tsabitah, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak 

 berubah sampai akhir zaman. Kemaslahan ini biasanya terkait dengan 

 ritual ibadah yang memang kecenderungannya bersifat Ta’abbudi dan 

 Tauqifi. Misalnya maslahat yang ada pada ibadah seperti shalat, puasa, 

 zakat dan haji.   

b) Al-Maslahah Al-Mutaghayyirah, yaitu kemaslahatan yang bisa berubah-

 ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. 

 Kemaslahatan seperti ini biasanya berkaitan dengan permasalahan 

 muamalah dan adat kebiasaan. Seperti dalam masalah makanan, pakaian, 

 dan bahasa yang berbedabeda antara satu daerah dan daerah lainnya. 

 Perlunya pembagian ini, menurut Mustafa Al-Syalabi dimaksudkan untuk 
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 memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan yang tidak 

 berubah.
75

  

3) Pembagian Mashlahat dari segi pengakuan syariat terhadapnya  

Mashlahah berdasarkan pengakuan syari‟at terhadapnya terbagi 

menjadi tiga:  

a) Al-Maslahah Al-Mu’tabarah. Al-Mashlahah Al-Mu’tabaroh adalah 

 kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syarak. baik jenis maupun 

 bentuknya. Mashlahat seperti ini diakui oleh syariat dengan adanya dalil 

 khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. 

 Misalnya tentang hukuman atas orang yang meminum minuman keras. 

 Bentuk hukuman bagi orang yang meminum khamr yang terdapat dalam 

 hadis Rasulullah  adalah hukuman cambuk sebanyak 40 kali. Hal ini 

 berdasarkan hadits Anas bin Malik Radhiyallahu anhu:  

 َٛ ِٓ ٔؾَْ عٍََُّ أرََٝ ثِؾَبسِةٍ فغٍَََّذَُٖ ثغَِشَ ٠ذَر١ََْ َٚ  ِٗ ْْ إٌَّجِٟ فٍََّٝ اللهُ ػ١ٍََْ َ ْٓ أَٔظَْ أ َٓ لبَيَ: ػَ أسَْثؼ١َِْ

ْٛ ثىََشَ  فؼٍَََُٗ أثَُ َٚ 

Artinya:  

“Dari Anas bin Malik Radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Nabi 

Shallallahu alaihi wasallam dibawakan kehadapannya seseorang yang 

meminum khamr maka nabi memukulnya dengan dua sandal sebanyak 40 

kali pukulan. Anas berkata, begitu pula yang dilakukan Abu Bakar”.
76

   

 

Setelah Umar bin Al-Khattab menjadi khalifah, beliau menetapkan 

hukuman cambuk bagi orang yang meminum khamr tersebut sebanyak 80 
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kali setelah bermusyawarah dengan para sahabat lain. Ali bin Abi Thalib 

berkata:  

 ً ٍْذحَ َْ عِ ْٛ بُٔ َّ فْزشَِٜ صَ ُّ ٌْ ػٍََٝ ا َٚ َ٘زَٜ اِفْزشََٜ،  إِراَ  َٚ َ٘زَٜ،   رشََاُٖ إِراَ عَىَشَ 

Artinya:  

“Orang yang mabuk itu jika berbicara akan tidak terkendali, dan jika begitu ia 

akan menuduh orang lain berzina, dan hukuman bagi orang yang menuduh 

berzina tanpa bukti adalah 80 kali cambuk.”
77

  

Orang yang mabuk pada ungkapan diatas di-qiyaskan kepada orang 

yang berbuat Qadzaf (menuduh orang lain berzina tanpa bukti). Logikanya 

adalah seseorang yang mabuk bicaranya tidak bisa terkontrol dan diduga 

keras akan menuduh orang lain berbuat zina.
78

 Hukuman untuk seseorang 

yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera, sebagaimana 

firman Allah Ta‟ala: 

 ْٛ ُِ َٓ ٠شَْ اٌَّز٠ِْ َٚ ُْ ُٙ ا ٌَ ْٛ لََ رمَْجٍَُ َّٚ  ً ٍْذحَ َٓ عَ ١ِْٕ َّٰ ُْ صَ ُ٘ ْٚ ذُ ٍِ ذاَۤءَ فبَعْ َٙ ا ثبِسَْثؼَخَِ ؽُ ْٛ ُ ُْ ٠تَرْ ٌَ َُّ ذِ صُ َٰٕ ؾْقَ ُّ ٌْ َْ ا

 َْ ْٛ غِمُ ٌْفَٰ ُُ ا ُ٘ ىِٕهَ 
ٌَٰۤ اُٚ َٚ بدحًَ اثَذَاًُۚ  َٙ  ؽَ

Artinya:  

“Dan orang-orang yang menuduh wanitawanita yang baik-baik (berbuat zina) 

dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka 

(yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima 

kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang 

fasik”. (Q.S an-Nur: 24)
79

  

 

Karena adanya dugaan keras menuduh orang lain berbuat zina akan 

muncul dari orang yang mabuk, maka Umar dan Ali bin Abi Thalib 
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 Al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Bin Syaraf, Al-Majmu Syarhu Al-

Muhadzdzab, Jld. 17, (Beirut: Darul Fikr, 1994), h. 56. 
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79

 Departemen Agama RI, Op., Cit, h. 352.  



52 
 

 

menetapkan bahwa hukuman orang yang meminum khamr bisa disamakan 

dengan orang yang berbuat Qadzaf (menuduh orang lain berzina tanpa bukti). 

Menurut ulama ushul fikih, cara qiyas seperti ini termasuk kemaslahatan yang 

didukung oleh syarak. Kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara. 

Jenis maupun bentuknya disebut Al-Maslahah Al-Mu'tabarah. Menurut 

kesepakatan ulama, kemaslahatan seperti ini dapat dijadikan landasan hukum.  

b) Al-Maslahah Al-Mulgah.  Al-Maslahah Al-Mulgah adalah kemaslahatan 

yang ditolak oleh syarak karena bertentangan dengan ketentuan syarak. 

Misalnya, syarak menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan 

seksual di siang hari dalam bulan Ramadhan dikenakan hukuman 

memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau 

memberi makan bagi 60 orang fakir maiskin.  

Al-Laits bin Sa'ad, ahli fikih Mazhab Maliki di Spanyol, menetapkan 

hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi penguasa Andalus yang 

melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari bulan Ramadhan. 

Mashlahat yang dipandang oleh Al-Laits adalah efek jera untuk penguasa 

Andalus dengan mewajibkan atasnya hukuman berpuasa dua bulan berturut-

turut.  

Karena jika diberlakukan untuknya hukuman memerdekakan budak, 

maka hal itu akan sangat mudah baginya mengingat statusnya sebagai 

penguasa yang memiliki banyak budak. Ulama memandang Mashlahat seperti 

ini tertolak (mulghoh). Karena bentuk-bentuk hukuman itu sudah ditetapkan 

dan harus diberlakukan secara berurut. Apabila tidak mampu memerdekakan 



53 
 

 

budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Karenanya, 

ulama usul fikih memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan dari 

memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan 

kehendak syarak, sehingga hukumnya batal dan ditolak.  

Contoh lain untuk Mashlahat yang ditolak ini adalah menyamakan 

bagian anak laki-laki dan perempuan dalam hal warisan. Dengan alasan untuk 

menciptakan suatu keadilan antara jenis kelamin laki–laki dan perempuan 

dalam hal warisan. Mashlahat seperti ini jelas tertolak dan tidak akan diakui 

olah syari‟at karena bertentangan dengan nas Al-qur‟an yang menyatakan 

bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan.  

c) Al-Maslahah Al-Mursalah. Al-maslahah Al-mursalah adalah 

kemaslahatan yang oleh sekumpulan nas (ayat atau hadis) jenis 

kemaslahatan ini diterima dan diakui. Namun tidak ada dalil terperinci dari 

Syari‟at yang mengakuinya secara khusus. Dengan kata lain, Al-Maslahah 

Al-Mursalah adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung 

syarak dan tidak pula dibatalkan (ditolak) syarak melalui dalil yang rinci.  

Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua; yaitu kemaslahatan yang 

sama sekali tidak mendapat dukungan dari syarak, baik dengan dalil khusus 

maupun secara umum, dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil 

syarak secara rinci, tetapi didukung jenisnya oleh sejumlah nas. 

Kemaslahatan yang pertama disebut sebagai AlMaslahah Al-Gharibah 

(kemaslahatan yang asing). Para ulama tidak dapat mengemukakan contohnya 
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secara pasti. Bahkan Imam asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini 

tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori.   

Kemaslahatan yang kedua disebut Al-Maslahah AlMursalah. Jenis 

kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan makna nas (ayat atau hadis), 

namun tidak ada dalil khusus yang menunjukkan pengakuan syariat terhadap 

kemaslahatan tersebut. Sebagian ulama menyatakan bahwa Al-Maslahah Al-

Mu'tabarah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum. Kemaslahatan 

seperti ini termasuk dalam metode Qiyas.
80

   

4) Pembagian Mashlahat dari segi kualitasnya  

Mashlahah dari segi kualitas dan urgensinya terbagi kedalam tiga 

bentuk sebagai berikut: a. Al-Maslahah al-Dharuriyyah b. Al-Maslahah Al-

Hajiyyah c. Al-Maslahah Al-Tahsiniyyah.  

a) Al-Maslahah al-Dharuriyyah. Al-Maslahah al-Dharuriyyah yaitu 

 kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia 

 di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain, Al-Maslahah al-Dharuriyyah 

 (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang terkait dengan 

 mewujudkan dan melindungi eksistensi lima hal mendasar dalam 

 kehidupan, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, 

 memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini 

 disebut Al-mashalih Al-khamsah. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka 

 kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat 

 baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Syathibi, dari kelima hal ini 
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 adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara 

 akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.
81

  

b) Al-Maslahah Al-Hajiyyah. Al-Maslahah Al-Hajiyyah yaitu kemaslahatan 

 yang dibutuhkan untuk menyempurnakan  kemaslahatan pokok (Al-

 Maslahah al-Dharuriyyah). Kemaslahatan ini berbentuk keringanan untuk 

 mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata 

 lain, Al-Mashlahah Al-Hajiyyah adalah kebutuhan sekunder yang 

 dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Akan tetapi kebutuhan ini tidak 

 mencapai tingkat dharury. Seandainya Al-Mashlahah Al-Hajiyyah ini tidak 

 terpenuhi, kehidupan manusia tetap bisa berjalan, namun akan terjadi 

 kesulitan yang besar. Keberadaan Al-Mashlahah AlHajiyyah dibutuhkan 

 untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya. Adapun tujuan hajiyyah 

 dari segi penetapan hukumnya, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:  

 Hal-hal yang diperintahkan syarak, seperti mendirikan sekolah dalam 

hubungannya untuk menuntut ilmu, meningkatkan kualitas akal. 

Mendirikan sekolah memang penting, namun seandainya sekolah tidak 

didirikan, tidaklah berarti tidak tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena 

menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Karenanya 

kebutuhan akan sekolah berada pada tingkat hajjiyyah.  

 Hal yang dilarang oleh syarak melakukanya, menghindarkan secara tidak 

langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang dharury Contoh, 

perbuatan zina berada pada tingkat dharury. Namun segala perbuatan yang 
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menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang, hal ini dimaksudkan 

untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang dharury, 

misalnya khalwat dan sebagainya   

 Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum ruksah (kemudahan) 

yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia Sebenarnya tidak ada 

rukhsah pun tidak akan hilang salah satu unsur dharury itu, tetapi manusia 

akan berada dalam kesempitan (kesulitan) Rukhsah ini berlaku dalam 

hukum ibadah seperti shalat musafir, dalam muamalat, seperti jual beli 

salam, dalam jinayat. seperti adanya maaf untuk membatalkan qishash 

bagi pembunuh, baik diganti dengan membayar diyat (denda) ataupun 

tanpa diyat sama sekali.  

c) Al-Maslahah Al- Tahsiniyyah. Al-Maslahah Al-Tahsiniyyah yaitu 

 kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat 

 melengkapi kemaslahatan sebelumnya Dengan kata lain, ia adalah sesuatu 

 kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan 

 kesejahteraan hidup manusia.
82

  

5) Syarat Mashlahat agar bisa diterima dalam hukum islam  

Mashlahat merupakan salah satu metode penetapan hukum syarak yang 

dilakukan dalam proses ijtihad. Metode ini lebih menekankan aspek 

mendahulukan kemaslahatan dan meniadakan mudharat dalam pengambilan 

keputusan hukum.
83

 Namun setiap Mashlahat yang bertentangan dengan 

Alquran, Sunnah, atau Ijma‟ bisa menjadi batal dan harus dibuang jauh-
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jauh.
84

  Agar suatu Mashlahat bisa diterima dalam penetapan hukum syariat 

ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, antara lain:  

a) Tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih kuat,   

b) Dapat diterima oleh akal sehat  

c) Dalam urusan muamalah dan bukan dalam perkara ibadah  

d) Berlaku umum Disepakati oleh kebanyakan. 

D. Penelitian Terdahulu 

Kajian penelitian terdahulu ini dimaksudkan sebagai bahan 

pertimbangan dan perbandingan penelitian sebelumnya yang dianggap 

relevan dengan landasan teoritis yang penulis lakukan, dalam rangka 

mewujudkan penulisan Tesis yang baik dan mencapai target sesuai dengan 

yang diharapkan, penulis mencoba mencari dan menggali tulisan-tulisan 

terdahulu yang berkaitan dengan pro dan kontra nikah misyar: 

1. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Abdi Chamdhani (2008), yaitu tesis 

dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa Yusuf Qardhawi 

Tentang Kawin Misyar. Dalam skripsi tersebut ia menyimpulkan bahwa

 Yusuf Qardhawi memperbolehkan perkawinan misyar, dengan syarat istri 

mau melakukan perkawinan ini berdasarkan niatnya yang benar-benar 

murni untuk menghormati dan mensucikan wanita, dan juga 

mempertimbangkan kemashlahatan dan kerugiannya, manfaat dan 

mudaratnya. Kawin misyar secara prinsipil menurut Yusuf Qardhawi tidak 

jauh berbeda dengan nikah biasa, artinya segala sesuatu yang menjadi 
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 syarat dan rukun dari nikah biasa terdapat pula pada pernikahan misyar. 

Jika telah terdapat empat perkara tersebut, yaitu Ijab Qabul dari yang 

memiliki hak, pemberitaan keringanan, maka secara syar'i sahlah 

perkawinan tersebut. Perbedaan disini dapat kita lihat bahwa dalam tesis 

abdi menyebutkan, Yusuf Qhardawi sepakat akan hal nikah misyar begitu 

juga dengan penulis tesis sedangkan saya tidak sepakat, karena nikah 

misyar disini tidak tercapainya maqashid al-syari’ah.
85

 

2. Perihal nikah misyar pernah juga ditulis oleh Faisal pada 2016 dalam 

 tesisnya dengan judul “Studi komparatif keabsahan nikah misyar dalam 

 fiqih klasik dan fiqih kontemporer” disini Faisal mengkemukakan 

 pendapatnya, yaitu sebagai berikut:  

1) Hukum nikah misyar menurut Fiqih Klasik adalah sah jika dilakukan 

sebagaimana layaknya sebuah pernikahan biasa, yaitu memenuhi 

segala rukun dan syaratnya, dilakukan karena suka sama suka, ada 

walinya, ada saksinya, dan ada maharnya.  

2) Fatwa ulama kontemporer tentang hukum nikah misyar memiliki 

pandangan hukum yang berbeda, sebahagian kelompok membolehkan 

nikah misyar. Sedangkan sebagian lagi menyatakan bahwa hukumnya 

haram, dan sebagian lainnya tawaqquf (abstain). Adapun beberapa hal 

yang menjadi sebab perbedaan pendapat tersebut adalah: Pertama, 

perbedaan manhaj dalam menetapkan hukum. Kedua, perbedaan 

dalam penetapan kriteria keabsahan nikah. Ketiga, perbedaan dalam 
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menentukan syarat-syarat yang membatalkan pernikahan. Keempat, 

perbedaan dalam memahami wajib tidaknya sosialisasi suatu 

pernikahan.  

3) Nikah misyar ditinjau dari sudut pandang maslahah dalam konteks 

negara Indonesia dapat dilihat dengan dua cara, yakni tawfīq dan 

istislah bi al-‘urf. Jika metode tawfiq yang digunakan, maka berarti 

pendapat yang membolehkan maupun yang melarang nikah misyar 

sama-sama digunakan dengan cara membolehkan nikah misyar 

dengan disertai syarat-syarat yang cukup ketat, dengan tujuan agar 

kebolehan tersebut tidak disalahgunakan sehingga menimbulkan 

mafsadat. Adapun jika metode istislah bi al-‘urf yakni memilih 

kemaslahatan yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

Indonesia, maka hendaknya nikah misyar dilarang di Indonesia, atas 

dasar pertimbangan bahwa kemudharatannya jauh lebih besar dari 

pada manfaatnya, dan walaupun sah menurut pandangan syar‟i, akan 

tetapi tidak ada kekuataan hukumnya dalam kontek negara Indonesia, 

karena pernikahan ini bersifat rahasia, cenderung tidak ada izin dari 

isteri pertama jika sudah pernah beristeri, dan tidak adanya izin 

pengadilan. Perbedaan penelitian saya dengan tesis Faisal, saya 

melakukan penelitian analisis pendapat ulama Wahbah al-Zuhaili 
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sedangkan tesisnya membahas studi komparatif fiqih klasik dan fiqih 

kontemporer.
86

 

3. Sofia Hartatik juga menyebutkan dalam tesisnya pada tahun 2016 yang 

 berjudul “Perkawinan Misyar Antar Tki : Perspektif Hukum Islam (Studi 

Kasus Tki Asal Sampang Madura)”  dalam hal ini Sofia melakukan 

pembahasan dan pengkajian terhadap fenomena perkawinan misyar antar 

TKI asal Sampang Madura kemudian melakukan telaah kritis berdasar 

sudut pandang hukum Islam, kemudian sofia  menyimpulkan sebagai 

berikut:  

1) Perkawinan Misyar yang dilakukan TKI asal Sampang Madura adalah 

perkawinan seperti halnya perkawinan kontrak, hal yang membedakan 

antara perkawinan misyar dengan perkawinan pada umumnya yaitu 

bahwa dalam misyar terdapat penghapusan kewajiban nafkah bagi 

suami, sehingga dalam hal ini suami tidak perlu memberi nafkah 

bahkan istri yang menanggung nafkah untuk suami. Adapun mengenai 

penafsiran makna misyar oleh TKI asal Sampang Madura dalam hal 

ini penulis mengklasifikasikan makna misyar menjadi 3 yaitu: 

pertama, makna misyar dilihat dari motif agama, yaitu menurut TKI 

perkawinan merupakan anjuran agama yang berlaku bagi seseorang 

yang telah mampu untuk menyegerakan perkawinan, menurut TKI 

asal Sampang Madura, perkawinan sah apabila telah terjadi ijab dan 

qabul sedang masalah penghapusan kewajiban atas nafkah merupakan 
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persetujuan perkawinan antara kedua belah pihak, dan tidak 

menghapus adanya keabsahan dalam perkawinan. Kedua, makna 

misyar dilihat dari motif biologis, kebutuhan biologis merupakan hal 

yang sangat lumrah terjadi pada manusia, syahwat diciptakan semata-

mata untuk pembangkit serta pendorong mencapai tujuan dalam 

perkawinan. Dengan adanya seksualitas syahwat akan tercipta suatu 

keharmonisan di dalam perkawinan. Adapun menurut TKI perkawinan 

misyar adalah langkah untuk menghindari perbuatan zina, hal ini 

dikarenakan TKI merupakan seseorang yang dalam perjalanan dan 

jauh dari keluarga, biasanya TKI laki-laki yang menikah secara misyar 

memiliki keluarga di kampung halaman, sehinga menurut mereka 

jalan satu-satunya untuk menghindari dari perbuatan yang dilarang 

adalah menikah misyar. Ketiga, makna misyar dilihat dari motif 

sosial, sosial merupakan masalah pokok dalam perkawinan tersebut, 

menurut beberapa TKI asal Sampang Madura, dilakukannya misyar 

dikarenakan adanya faktor-faktor tertentu seperti faktor ekonomi, 

selain itu bagi TKI asal Sampang Madura di Arab Saudi 

membutuhkan perlindungan mahram. 

2) Praktik perkawinan misyar antar TKI asal Sampang Madura 

merupakan perkawinan yang sah secara agama karena terpenuhi 

adanya ijab dan qabul, tetapi keabsahan perkawinan dalam misyar 

antar TKI bisa berubah menjadi batalnya keabsahan perkawinan 

karena perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan 
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perkawinan dalam Islam, tujuan perkawinan yang dilakukan antar TKI 

ini cenderung bertujuan kesenangan semata dan bersifat tidak kekal 

hal ini jelas akan mendatangkan mudharat bagi salah satu pihak, 

perkawinan misyar antar TKI ini cenderung seperti perzinahan 

terselubung yang diberi kedok misyar. Perbedaam tesis Sofia dengan 

tesis saya, Sofia melakukan penelitian menggunakan kualitatif 

sedangkan saya kuantitatif.
87

 

4. Roudotul Istihanah dalam skripsinya tahun 2018 dengan judul 

 “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai Muntaga Shagir 

Pengasuh Pp. Nurul Musthaofa Omben Sampang Tentang Legalitas 

Kawin Misyar” Roudotul juga menyimpulkan dalam skripsinya, bahwa 

pernikahan misyar ini adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan 

maqasid syariah. Bersandarkan kepada pendapat-pendapat ulama yang 

sebelumnya sudah diuraikan dan dengan alasan pengguguran hak-hak istri 

dapat  menghilangkan makna perkawinan, makna kepemimpinan seorang 

laki-laki sebagai suami. Serta pekawinan misyar ini jika terus berkembang, 

 maka dapat berdampak buruk bagi anak-anak yang dihasilkan oleh 

pernikahan tersebut. Karena lemahnya ikatan yang ada diantara ayah, ibu 

dan anak. Dalam maqasid syariah dharuriyyat terdapat hifdhu nasl atau 

menjaga keturunan yang mana, seseorang yang telah menikah selain untuk 

 halalnya hubungan badan juga bertujuan untukmendapat keturunan, 

kaitannya dengan kawin misyar adalah perjanjian yang dibuat salah 

                                                             
87

 Sofia Hartatik, “Perkawinan Misyar Antar Tki : Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus 

Tki Asal Sampang Madura), Tesis Magister, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya 2016. 



63 
 

 

 satunya juga sepakat untuk tidak menghasilkan anak dari perkawinan 

 tersebut, yang mana dalam hal ini beertentangan dengan maqasid syariah 

dharuriyyat yang melarang emandulan secara sengaja bagi pasangan suami 

istri. Perbedaan disini dapat kita lihat bahwa dalam skripsi Roudathul 

menyebutkan, pandangan kiai muntaga shagir pengasuh pp. nurul 

musthaofa omben sampang tentang legalitas kawin misyar adalah banyak 

mudharatnya dan tidak tercapainya maqashid al-syari‟ah.
88

  

5. Zulkifli pada tahun 2011 menulis pada skripsinya yang berjudul “Nikah 

 Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam” dalam telaah zulkifli terhadap 

beberapa pembahasan menengenai nikah misyar dalam Pandangan Hukum 

Islam, zulkifli mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan kesimpulan di atas bahwa perkawinan misyar ini 

bertentangan dengan sistem perkawinan yang ditawarkan oleh 

syari‟at. Selain itu, ia sangat rentan menjadi pintu kebobrokan dan 

kerusakan. Karena ia menganggap remeh nilai mahar, suami tidak 

mengemban tanggung jawab keluarga.  

b. Berdasarkan analisis hukum Islam disimpulkan bahwa kawin misyar 

tidak sesuai dengan tujuan perkawinan Islam karena terdapat 

penyimpangan didalamnya sehingga menjadikan sulitnya terwujud 

mawaddah warrahmah diantaranya: Pertama, tidak adanya nafkah 

yang bertentangan dengan surat at-Talaq ayat 7 dan surat al-Baqarah 

ayat 233, begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan 
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Imam Muslim tentang kewajiban nafkah kepada istri begitu juga 

dalam KHI pada pasal 80 ayat 4. Kedua, kawin misyar ini pun tidak 

dicatatkan yang mana bertentangan dengan surat al-Baqarah ayat 282 

dan KHI pasaL 5 ayat 1. Ketiga, dalam kawin misyar pula seorang 

suami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan tempat tinggal 

bagi istri yang mana hal ini merupakan inti dari kawin misyar yang 

mana hal ini sangat bertentangan dengan Al-Qur‟an surat at-Talaq 

ayat 6 yang mewajibkan seseorang menyediakan tempat tinggal. 

Perbedaan disini dapat kita lihat bahwa dalam skripsi Zulkifli kawin 

misyar banyak terdapat mudharatnya sama dengan isi tesis saya yakni 

tidak tercapainya maqashid al-syari‟ah.
89

 

6. Abd Qodir Jailani pada tahun 2017 dalam tulisan skripsinya dengan judul 

“Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan 

Kompilasi Hukum Islam Terhadap Nikah Misyar (Studi Kasus Di Desa 

Patereman, Modung, Bangkalan)”. Dalam analisis beliau dapat 

disimpulkan bahwa meski dalam nikah misyar telah terpenuhi syarat dan 

rukunnya, begitu juga ada celah untuk legalitasnya, penulis sangat 

menyarankan untuk tidak dilakukan, karena lebih banyak menimbulkan 

mudharat dari pada manfaatnya sebagaimana yang dijelaskan diatas. 

Sudah jelas bahwa pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan 

istri, bukan hanya saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-

Nya. Tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara 
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keduanya. Namun demikian, karena tujuan pernikahan yang begitu mulia, 

yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.14 Tetapi dalam pandangan 

penulis nikah misyar malah menyampingkan semua ini. Dalam akhir 

penulis ini penulis memberikan sebuah catatan kecil mengenai nikah 

misyar ini. Pernikahan ini hanya merealisasikan standard yang paling 

rendah dari hubungan suami istri, dan menanggalkan nilai-nilai pernikahan 

serta kosong dari hakikat-hakikat yang sebenarnya dalam tujuan 

menciptakan keluarga idaman yang merupakan embrio dari masyarakat 

yang shaleh, yakni saling mengasuh keturunan dan membangun generasi 

yang baik dalam sebuah kasih sayang. Perbedaam skripsi Qodir dengan 

tesis saya, Qodir melakukan penelitian menggunakan kualitatif sedangkan 

saya kuantitatif.
90
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penggunaan metode merupakan suatu keharusan mutlak dalam 

penelitian. Di samping untuk mempermudah penelitian juga untuk 

menjadikan penelitian lebih efektif dan rasional guna mencapai hasil 

penelitian yang lebih optimal. Penelitian merupakan suatu cara pendekatan 

yang tepat untuk dapat memperoleh data-data yang akurat, oleh karena 

diperlukan adanya metode penelitian yang harus ada relevansinya antara 

komponen yang satu dengan komponen yang lain.
91

 Penelitian ini merupakan 

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode 

penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.
92

 Dimana 

data dan sumber datanya diperoleh dari penelaahan terhadap literature yang 

sesuai dengn permasalahan.
93

 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian jenis studi 

kepustakaan (Library Research) studi ini dapat dipahami sebagai kegiatan 

melakukan kajian dan analisis terhdap bahan-bahan yang bersumber dari 

kepustakaan (buku, ensiklopedi dan lain sebagainya). Dalam konteks 

penelitian, kajian kepustakaan adalah upaya mencari dan menghimpun bahan 
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dari sumber buku, hasil penelitian dan sebagainya yang terkait dengan 

persoalan penelitian yang akan dilakukan, baik dalam bentuk penjelasan asfek 

fokus penelitian (defenisi operasional dalam istilah kualitatif), maupun untuk 

mempertegas posisi penelitian yang akan dilakukan (standing possision).
94

 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan 

pendekatan normatif, yaitu suatu cara dalam mendekati suatu masalah dengan 

mengacu pada konsep aturan yang berlaku.
95

 Untuk menjamin kebenaran dan 

keabsahan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, maka diperlukan 

adanya validas data yaitu menggunakan teknik triangulasi. Sumber dan 

metode analisis datanya adalah metode analisis interaktif yang terdiri dari 

empat langkah, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

kesimpulan data. 

B. Sumber Data 

Data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan kepada dua macam, 

yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung 

dari subjek penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang tidak 

langsung dari subjek penelitian.
96

 Data dan sumber data dalam sebuah 

penelitian adalah satu paket, dan tidak mungkin dipisahkan dengan sumber 

data. Pemehaman yang benar terhadap data akan memudahkan dalam 
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68 
 

 

menemukan sumber data. Sebaliknya pemilihan sumber data yang tepat akan 

menentukan kebenaran data yang di hasilkan dalam penelitian. Data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini dapat dikumpulkan atau diperoleh dari 

berbagai sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Data Primer adalah segala informasi, fakta dan realitas yang terkait 

atau relevan dengan penelitian, dimana kaitan atau relevansinya 

sangat jelas, bahkan secara lansung, disebut sebagai dta utama 

(primer), karena data tersebut menjadi penentu utama berhasil atau 

tidaknya suatu penelitian.  Dalam penelitian ini yang menjadi bahan 

Primer adalah: Kitab Fatawa Mu’ashirah karangan Wahbah al-

Zuhaili 

2. Data sekunder, yakni data yang dapat menunjang bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-

kitab fiqh, buku, majalah, maupun arsip yang membahas tentang 

pernikahan dan khususnya yang behubungan dengan pro dan kontra 

nikah misyar. 

3. Data tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan 

tentang masalah nikah misyar, seperti kamus hukum, ensiklopedia 

dan lain-lainnya. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yang 

hasilnya akan disajikan dalam bentuk kualitatif.
97

 Oleh karena itu, penelitian 

ini bersifat kualitatif yang menekankan pada penggalian nilai yang 

terkandung pada ketentuan normatif dan filosofis mengenai nikah misyar. 

Karena penelitian ini bersifat penelitian pustaka, maka metode yang 

dipergunakan untuk memperoleh data yang dikehendaki adalah dengan cara 

mencari dan menggali kitab-kitab atau referensi yang ada kaitannya dengan 

masalah yang diteliti, baik yang berbentuk buku, produk perundang-

undangan, artikel maupun dalam bentuk pemberitaan di media massa. 

Pengumpulkan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu 

pertama, studi kepustakaan atau observasi literatur.  

Metode ini dipergunakan untuk meneliti literatur atau tulisan-tulisan 

yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas. Kedua, 

literatur-literatur yang ada diklasifikasikan sesuai dengan hubungannya 

dengan penelitian. Ketiga, setelah itu dilakukan penelaahan yakni dengan cara 
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 Sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dari Bogdan dan Taylor, kualitatif 

yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 
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mendalam serta mencatatnya ketika menemukan masalah baru dari obyek penelitian yang secara 

teoritik dinilai menyimpang dari apa yang seharusnya.  
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membaca, mempelajari, atau mengkaji literatur-literatur yang mengemukakan 

masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Prinsipnya teknik 

pengumpulan data ini digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian 

secara alamiah.
98

 

D. Teknik Analisa Data 

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik content 

analysis (analisa isi),
99

 yakni metode analisis yang diarahkan pada materi atau 

teks yang terdapat dalam karya-karya ulama, dari kalangan ulama mazhab 

(Mazhab Hanafiah, Mazhab Malikiyah, Mazhab Syafi‟iyah dan Mazhab 

Hanabilah). Teknik analisis ini diawali dengan mengkompilasi berbagai 

dokumen terkait kerangka teoritis tentang pandangan ulama mazhab tentang 

nikah misyar dan metode istinbath ulama mazhab tentang nikah misyar. 

Kemudian dari hasil tersebut, selanjutnya dikaji isinya (content), baik terkait 

kata-kata (word), makna (meaning), simbol, ide, tema-tema dan berbagai 

pesan lainnya yang dimaksudkan dalam masing-masing pendapat tersebut. 

Secara detail langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melakukan analisis 

tersebut adalah: 

1. Metode deskriprif. Deskriptif yaitu metode yang berusaha 

menggambarkan dan menginprestasikan objek sesuai dengan apa 

adanya. Metode ini digunakan untuk menghimpun data dengan 

                                                             
98

 Mastuhu dkk, Manajemen Penelitian Agama: Perspektif  Teoritis dan Praktis, (Jakarta: 

Badan Litbang Agama, 2000), h. 86. 
99

 Content Analysis secara bahasa dapat diartikan dengan analisis isi atau kajian isi. Ini 

merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunitas. Lihat Noeng Muhadjir, Metode 

Penelitian Kualitatif, Op. Cit, h. 94. Lihat juga Soedjono dan Abdurrahman, Bentuk Penelitian; 

Suatu Pemikiran dan Penerapan, (Jakarta: Rineka Cipta: 1999), h. 18. 



71 
 

 

melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan, 

pandangan dan analisis dari penulis. 

2. Metode deduktif Yaitu metode penulisan yang bertolak dari kaedah 

yang umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus, dengan cara 

mengumpulkan semua pendapat para ulama kontemporer tentang 

nikah misyar yang berasal dari pandangan imam mazhab (Abu 

Hanifah, Malik, Syafi‟i dan Hambali) dan pendapat-pendapat ulama 

lainnya. 

E. Biografi Wahbah Al-Zulhaili 

a. Kelahiran 

Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa bin Wahbah al-

Zuhaili anak dari Musthafa al-Zuhaili.
100

 Wahbah al-Zuhaili lahir pada 6 

Maret tahun 1932 di perkampungan Dair „Atiyah Damaskus dan wafat pada 

hari Sabtu sore tanggal 8 Agustus 2015 di Damaskus pada usia ke 83 

tahun.Dair „Atiyah adalah sebuah daerah di kawasan al-Qalmun dan termasuk 

dalam wilayah al-Nabak, di Provinsi Rif, Damaskus. Daerah ini terletak 89 

km dari Ibu Kota Damaskus menuju arah Hims.  

Daerah ini berasal dari perkampungan yang telah eksis sejak dahulu 

dengan penghasilan dari pertanian dan mengembala. Daerah ini juga terkenal 

dengan sajadah yang dihasilkan dari kerajinan tangan (hand made). 

Penduduknya terkenal dengan kegigihan dan kecintaan terhadap 
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 Muhammad al-Zuhaili, Mausu’ah Qadhaya Islamiyah  al-Mu’ashirah, (Damaskus: 

Daar al-Maktabi, 2009), h. 167. 
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ilmu.Meskipun Dair „Atiyyah merupakan daerah terbesar kedua dari al-

Qalmun, baik dari segi jumlah penduduk, luas wilayah, maupun popularitas, 

tetapi daerah ini relatif kecil dan tidak terkenal sehingga tidak ada seorang 

sejarawan pun yang mencatat kawasan tersebut dalam karya mereka. Hanya 

seorang turis dari Eropa bernama Taifino yang pernah melintas di kawasan 

tersebut sekitar tahun 1656 M. Namun, pada abad ke-14 Hijriyah ini telah 

terjadi kebangkitan keilmuan dan munculnya ulama terkenal dari kawasan 

tersebut, seperti Syaikh Abdul Qadir al-Qassab. Ayah Wahbah al-Zuhaili 

adalah Syaikh Musthafa al-Zuhaili, seorang petani dan pedagang yang 

memiliki ghirah keagamaan yang tinggi dan terkenal dalam keshalihannya.
101

 

Syaikh Musthafa al-Zuhaili adalah seorang hafidz al-Qur‟an dan 

banyak mengkaji isi kandungannya. Disamping itu, Syaikh Musthafa yang 

wafat pada 23 Maret tahun 1975 M itu sangat memperhatikan pendidikan 

anak-anaknya terutama dalam menuntut ilmu syariat.
102

 Sedangkang ibunya 

bernama Fatimah binti Musthafa Sa‟adah merupakan seorang ibu rumah 

tangga yang berpegang teguh kepada ajaran agama. Sang ibu tidak saja 

berhasil membangun suasana yang kondusif di rumah, bahkan dapat 

mengantar pendidikan anak-anaknya ketingkat yang tinggi. Beliau wafat pada 

13 Maret tahun 1984 M setelah seluruh anaknya dewasa. 
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b. Pendidikan Dan Karir 

Karir intelektual Wahbah al-Zuhaili dimulai ketika ia belajar al-

Qur‟an, membaca dan menghafal al-Qur‟an dalam waktu relatif singkat 

kepada seorang guru perempuan yang juga seorang hafidzah dari keluarga 

Qatmah, sambil menempuh pendidikan dasarnya di Dair „Atiyah. Pada tahun 

1946 Wahbah al-Zuhaili pindah ke Damaskus untuk melanjutkan studinya di 

tingkat Tsanawiyah dan „Aliyah. Setelah itu Wahbah al-Zuhaili masuk ke 

perguruan Al-Kulliyah al-Syar‟iyyah yang merupakan satu-satunya perguruan 

tinggi pada masa itu yang mengajarkan ilmu-ilmu syari‟ah di Suriah. Wahbah 

al-Zuhaili mendapatkan gelar sarjana muda dari perguruan itu setelah setelah 

menempuh pendidikan selama enam tahun dan memperoleh predikat sebagai 

lulusan terbaik. Atas dorongan ayahnya, Wahbah al-Zuhaili kemudian pergi 

ke Mesir untuk melanjutkan pendidikannya.  

Karena minatnya yang sangat besar kepada ilmu, pada saat yang 

bersamaan Wahbah al-Zuhaili mengikuti pendidikan di dua Universitas 

sekaligus, yaitu Universitas Al-Azhar pada jurusan Syariah dan jurusan 

Bahasa Arab, dan Universitas Ain Syams pada jurusan Hukum. Pendidikan 

Wahbah al-Zuhaili di jurusan Syariah Universitas Al-Azhar diselesaikannya 

pada tahun 1956. Dan setahun setelahnya yaitu pada tahun 1957 secara 

berturut-turut Wahbah al-Zuhaili menyelesaikan pendidikannya di jurusan 

Bahasa Arab Universitas Al-Azhar dan pada jurusan Hukum di Universitas 

Ain Syams gelar Licence (Lc). Jadi dalam kurun waktu tersebut Wahbah al-

Zuhaili memperoleh tiga ijazah sekaligus. 
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Selanjutnya Wahbah al-Zuhaili melanjutkan pendidikannya di tingkat 

magister pada Fakultas Hukum Universitas Kairo dan pada tahun 1959 ia 

memperoleh gelar master setelah berhasil mempertahankan tesisnya yang 

berjudul al-Zara’i Fi al-Siyasah al-Syar’iyyah wa al-Fiqh al-Islami.
103

 Satu 

catatan penting bahwa, Wahbah al-Zuhaili selalu menduduki rangking teratas 

pada semua jenjang pendidikannya.  

Mendapat gelar master tidak membuat Wahbah al-Zuhaili berpuas diri. 

Wahbah al-Zuhaili kemudian melanjutkan ke jenjang doktoral dan berhasil 

menyelesaikannya pada tahun 1963 dengan predikat martabah al-syarf al-ula 

(summa cumlaude) dengan judul disertasi Asar al-Harb Fi al-Fiqh al-Islami 

Dirasah Muqaranah. 

Karir pendidikan Wahbah al-Zuhaili yang cemerlang membuatnya 

dipercaya untuk mengajar di berbagai perguruan tinggi. Di awal-awal karir 

akademisnya, Wahbah al-Zuhaili dipercaya untuk mengajar di al-Kulliyah al-

Syar‟iyyah tempat ia mengenyam pendidikan menengahnya dulu. Wahbah al-

Zuhaili juga dipercaya untuk mengajar fikih, ushul fikih, dan pengantar ilmu 

fikih di Fakultas Hukum Universitas Damaskus sampai iya dianugerahi gelar 

guru besar pada tahun 1975. Sebagai guru besar, Wahbah al-Zuhaili diberi 

kepercayaan untuk menjadi dosen tamu pada sejumlah Universitas di negara-

negara Arab, seperti pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum serta Fakultas Adab 

Pascasarjana Universitas Benghazi Libya, Universitas Khurtum, Universitas 

Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Beliau 
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juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab. Wahbah al-Zuhaili juga 

dipercaya memegang beberapa jabatan penting di berbagai Universitas, Wakil 

Dekan, Dekan, dan lain sebagainya.
104

 

Selain aktif mengajar, Wahbah al-Zuhaili juga sangat aktif menghadiri 

berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalah dalam 

berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab, Indonesia dan Malaysia. 

Wahbah al-Zuhaili juga menjadi anggota tim redaksi berbagai jurnal dan 

majalah, dan staf ahli pada berbagai lembaga riset fiqih dan peradaban 

Islam,
105

 antara lain: 

1. Pengurus jurnal Syariat dan Kajian Keislaman di Universitas Kuwait 

pada tahun 1998 M. 

2. Anggota dewan redaktur majalah Nahj al-Islam yang diterbitkan oleh 

Kementrian Wakaf Suriah. 

3. Anggota Sidang Ensiklopedia Arab di Damaskus. 

4. Anggota Sidang Lembaga Kajian Kerajaan Jordania untuk Penelitian 

Kebudayaan Islam. 

5. Dewan Pakar pada Lembaga Kajian Fikih Islam di Jeddah, Mekah, 

India, Sudan, dan Amerika. 

6. Ketua Dewan Pengawas Syariat untuk Perusahaan Mudarabah Wa 

Muqassah Islamiyyah di Bahrain. 

7. Ketua Dewan Pengawas Syariat untuk Perbankan Islam Internasional 

di Bahrain. 
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8. Ketua bagian syariat di Majelis Keuangan Syariat Islam di Bahrain. 

9. Anggota Dewan Fatwa Republik Suriah. 

10. Anggota Dewan Penasihat Ensiklopedia Dar al-Fikr untuk 

Kebudayaan Islam. 

11. Anggota Dewan Penetapan Kurikulum Magister Jurusan 

Perbandingan Mazhab dan Ushul Fikih di Fakultas Syariat Universitas 

Kuwait. 

c. Guru Dan Murid 

Ketika seseorang itu dikatakan tokoh dalam keilmuan kemudian 

memiliki nilai akademis yang memuaskan, tentunya karena adanya peran dari 

seorang guru yang sudah membimbing dan mengajarianya. Demiakian juga 

halnya dengan Wahbah al-Zuhaili, penguasaan beliau terhadap berbagai 

disiplin keilmuan karena banyaknya para syaikh yang beliau datangi dan 

berguru kepadanya. Seperti, beliau menguasai ilmu dibidang Hadits karena 

berguru kepada Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi, menguasai ilmu di 

bidang Teologi berguru dengan syaikh Muhammad al-Rankusi, Kemudian 

ilmu Faraidh dan ilmu Wakaf berguru dengan syaikh Judat al-Mardini dan 

mempelajari Fiqh Syafi‟i dengan syaikh Hasan al-Shati. Sedangkan, 

kepakaran beliau di bidang ilmu Ushūl fiqh dan Musthalahul Hadits berkat 

usaha beliau berguru dengan syaikh Muhammad Lutfi al-Fayumi. 

Sementara, di bidang ilmu baca al-Qur‟an seperti Tajwid, beliau 

belajar dengan syaikh Ahmad al-Samaq dan ilmu Tilawah dengan syaikh  

Hamdi Juwaijati, dan dalam bidang Bahasa Arab seperti nahw dan sharaf 
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beliau berguru dengan syaikh Abu al-Hasan al-Qasab. Kemudian kemahiran 

beliau di bidang penafsiran atau ilmu Tafsir berkat beliau berguru dengan 

syaikh Hasan Jankah dan syaikh Shadiq Jankah al-Maidani. Dalam ilmu-ilmu 

lainnya seperti bahasa yaitu ilmu Sastra dan Balaghah beliau berguru dengan 

syaikh Shalih Farfur, syaikh Hasan Khatib, Ali Sa‟suddin dan syaikh Shubhi 

al-Khazran. Mengenai ilmu Sejarah dan Akhlaq beliau berguru dengan syaikh 

Rasyid Syathi, Hikmat Syathi dan Madhim Mahmud Nasimi, dan banyak lagi 

guru-guru beliau dan ilmu lainnya yang tidak tercantumkan seperti ilmu 

Fisika, Kimia, Bahasa Inggris serta ilmu modren lainnya. 

Dari beberapa guru beliau di atas, maka masih banyak lagi guru-guru 

beliau ketika di negeri Mesir, seperti Mahmud Syaltut, Abdul Rahman Taj, 

dan Isa Manun merupakan guru beliau di bidang ilmu Fiqh Muqarran. Untuk 

pemantapan di bidang Fiqh Syafi‟i beliau juga berguru dengan Jad al-Rabb 

Ramadhan, Muhammad Hafiz Ghanim, dan Muhammad „Abdu Dayyin, serta 

Musthafa Mujahid. Kemudian, dalam bidang Ushul Fiqh beliau berguru juga 

dengan Musthafa „Abdul Khaliq beserta anaknya „Abdul Ghani Usman 

Marazuqi, Zhawahiri al-Syafi‟i dan Hasan Wahdan. Dan dalam bidang ilmu 

Fiqh Perbandingan beliau berguru dengan Abu Zahrah, „Ali Khafif, 

Muhammad al-Banna, Muhammad Zafzaf, Muhammad Salam Madkur, dan 

Farj al-Sanhuri. Dan tentunya masih banyak lagi guru-guru beliau yang tidak 

disebutkan lagi. 

Perhatian beliau diberbagai ilmu pengetahuan tidak hanya menjadikan 

beliau aktif dalam menimba ilmu, akan tetapi mejadikan beliau juga sebagai 
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tempat merujuk bagi generasi-generasi setelahnya, dengan berbagai metode 

dan kesempatan yang beliau lakukan, yakni melalui berbagai pertemuan 

majlis ilmu seperti perkuliahan, majlis ta‟lim, diskusi, ceramah, dan melalui 

media massa. Hal ini menjadikan beliau banyak memiliki murid-muridnya, di 

antaranya adalah Muhammad Faruq Hamdan, Muhammad Na‟im Yasin, 

„Abdul al-Satar Abu Ghadah, „Abdul Latif Farfur, Muhammad Abu Lail, dan 

termasukalah putra beliau sendiri yakni Muhammad Zuhaili, serta masih 

banyak lagi murid-muridnya ketika beliau sebagai dosen di Fakultas Syari‟ah 

dan perguruan tinggi lainnya. 

d. Karya-karyanya 

Kecerdasan Wahbah al-Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan 

akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga 

sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatnnya pada sektor kelembagaan baik 

pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian besar terhadap 

berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan 

produktif dalam menghasilkan karya-karyanya, meskipun karyanya banyak 

dalam bidang tafsir dan fiqh akan tetapi dalam penyampaiannya memiliki 

relefansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains. 

Di sisi lain, beliau juga aktif dalam menulis artikel dan buku-buku 

yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika tulisan-tulisan 

beliau yang berbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan melebihi dari 
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500 makalah.
106

 Dan adapun karya-karya beliau yang sudah terbit adalah 

sebagia berikut: 

1. Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami-Dirasah Muqaranah, Dar al-Fikr, 

Damaskus, 1963 

2. Al-Wasit fi Ushul al-Fiqh, Universitas Damaskus, 1966 

3. Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid, Maktabah al-Hadits, Damaskus, 

1967 

4. Nazariat al-Darurat al-Syar’iyyah, Maktabah al-Farabi, Damaskus, 

1969 

5. Nazariat al-Daman, Dar al-Fikr, Damaskus, 1970 

6. Al-Usul al-„Ammah li Wahdah al-Din al-Haq, Maktabah al- 

Abassiyah, Damaskus, 1972 

7. Al-Alaqat al-Dawliah fi al-Islam, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1981 

8. Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, (8 Jilid ), Dar al-Fikr, Damaskus, 

1984 

9. Ushul al-Fiqh al-Islāmi (2 Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1986 

10. Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islami, Muassasah al- Risalah, Beirut, 1987 

11. Fiqh al-Mawaris fi al-Shari’ah al-Islamiah, Dar al-Fikr, Damaskus, 

1987 

12. Al-Wasaya wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islami, Dar al-Fikr, Damaskus, 

1987 

                                                             
106

 Lisa Rahayu, “Makna Qaulan dalam al-Qur’an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut 

Wahbah al Zuhailī” (Skripsi Sarjana, Fakutas Ushuluddin Univesitas UIN SUSKSA Riau, 

Pekanbaru, 2010), h. 22. 
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13. Al-Islam Din al-Jihad la al-Udwan, Persatuan Dakwah Islam Antar 

Bangsa, Tripoli, Libya, 1990 

14. Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj, (16 

Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1991 

15. Al-Qisah al-Qur’aniyyah Hidayah wa Bayan, Dar Khair, Damaskus, 

1992 

16. Al-Qur’an al-Karim al-Bunyatuh al-Tasri’iyyah aw Khasaisuh al- 

Hasariyah, Dar al-Fikr, Damaskus, 1993 

17. Al-Ruhsah al-Syari’ah-Ahkamuhu wa Dawabituhu, Dar al-Khair, 

Damaskus, 1994 

18. Khasais al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam, Dar al-Maktabi, 

Damaskus, 1995 

19. Al-Ulum al-Syari’ah Bayan al-Wahdah wa al-Istiqlal, Dar al- 

Maktabi, Damaskus, 1996 

20. Al-Asas wa al-Masadir al-Ijtihad al-Musytarikah Bayan al-Sunah wa 

al-Syiah, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996. 

21. Al-Islam wa Tahadiyyah al-‘Asr, Dar al-Maktabi, Damaskus,1996 

22. Muwajahah al-Ghazu al-Taqafi al-Sahyuni wa al-Ajnabi, Dar al- 

Maktabi, Damaskus,1996 

23. Al-Taqlid fi al-Madhahib al-Islamiah inda al-Sunah wa al-Syiah, Dar 

al-Maktabi, Damaskus, 1996 

24. Al-Ijtihad al-Fiqhi al-Hadits, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997 

25. Al-Uruf wa al-Adah, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997 
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26. Bay al-Asam, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997 

27. Al-Sunnah al-Nabawiyyah, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997 

28. Idarah al-Waqaf al-Kahiri, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1998 

29. Al-Mujadid Jamaluddin al-Afghani, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1998 

30. Taghyir al-Ijtihad, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000 

31. Tatbiq al-Syari’ah al-Islamiah, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000 

32. Al-Zira’i fi al-Siyasah al-Syar’iyyah wa al-Fiqh al-Islami, Dar al- 

Maktabi, Damaskus, 1999 

33. Tajdid al-Fiqh al-Islami, Dar al-Fikr, Damaskus,2000 

34. Al-Taqafah wa al-Fikr, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000 

35. Manhaj al-Da’wah fi al-Sirah a-Nabawiyah, Dar al-Maktabi, 

Damaskus, 2000 

36. Al-Qayyim al-Insaniah fi al-Qur’an al-Karim, Dar al-Maktabi, 

Damaskus, 2000 

37. Haq al-Hurriah fi al-‘Alam, Dar al-Fiqr, Damaskus, 2000 

38. Al-Insan fi al-Qur’an, Daar al-Maktabi, Damaskus, 2001 

39. Al-Islam wa Usul al-Hadarah al-Insaniah, Dar al-Maktabi, 

Damaskus, 2001 

40. Usul al-Fiqh al-Hanafi, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2001. 

Dari beberapa karya-karya beliau khususnya dalam bidnag tafsir, 

maka terdapat tiga buah kitab tafsir, yaitu Tafsir al-Wajiz, Tafsir al-Wasit, 

dan Tafsir al-Munir. Dari ketiga kitab tafsir tersebut semuanya memiliki ciri 

dan karakteristik yang berbeda, karena dalam penulisannya menggunakan 
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corak penafsiran yang berbeda dan latar belakang yang berbeda pula. Akan 

tetapi, ketiga tafsirnya memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai upaya dalam 

menjelaskan dan mengunggkapkan makna-makna al-Qur‟an agar mudah 

dipahami dan kemudian dapat di realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Dari ketiga kitab tafsir diatas dapat didiskripsikan ciri dan 

karakteristiknya secara garis besar. Yang pertama adalah Tafsir al-Wajiz, 

tafsir ini dalam memberikan penjelasan ayat-ayat al-Qur‟an hanya secara 

umum, atau hanya menjelasakn sebagian dari ayat al-Qur‟an saja, yang 

menurut beliau sulit untuk dipahami oleh masyarakat awam, akan tetapi 

beliau tetap mencantumkann asbab an-Nuzul ayat sehingga sangat membantu 

untuk memahami makna-makna yang terkandung. Dengan kata lain, Tafsir ini 

juga dikatakan dengan tafsir ringkas jika dibandingkan dengan tafsir beliau 

yang lain khususnya atau kitab-kitab tafsir karya mufassir yang lain pada 

umumnya. Karena, dalam penjelasannya ditulis dalam bentuk catatan pinggir 

atau Hasyiyah Mushaf. 

Kemudian yang kedua adalah Tafsir al-Wasit, tafsir ini merupakan 

hasil dari persentasi beliau dimedia massa yang beliau sebagai nara sumber 

pada setiap harinya dengan waktu enam jam kecuali pada setiap hari jum‟at 

karena merupakan hari libur. Selama tujuh tahun mulai dari tahun 1992-1998 

beliau hadir secara kontinyu. Hal ini tentunya tidak terlepas dari Rahmat 

Allah yang telah memberikan karunia-Nya hingga setiap harinya beliau dapat 

mengisi kajiannya lewat media massa, tanpa ada halangan yang darurat 

seperti sakit keras dan sebagainya. Sehingga, terkumpullah semua persentasi 
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yang disampaiakn hingga menjadi sebuah kitab tafsir al-Qur‟an yang  

sempurna yakni tiga puluh juz, yang terdiri dari tiga jilid dan dicetak pada 

tahun 1421 H, kemudian diterbitkan oleh Dar al-Fikr Damaskus.
107

 

Adapun metode penafsiran dari Tafsir al-Wasit ini adalah 

memaparkan dan menjelaskan pembahasannya secara merata melalui tema-

temanya pada setiap surah, dan asbab al-Nuzulnya. Selain memiliki susunan 

dan kalimat yang teliti, kitab ini tentunya memiliki penjelasan yang mudah 

difahami oleh pembaca. Di samping itu juga, dalam penulisannya beliau tetap 

menjaga dan berpegang pada manhaj penafsiran dan menggunakan sumber-

sumber yang ma‟tsur yang telah disepakati ulama tafsir, seperti tidak merujuk 

pada sumber-sumber israiliyat.
108

 

a. Metode Istinbath  

Persoalan-persoalan baru akan terus berkembang seiring dengan 

perkembangan zaman, persoalan yang berbeda di setiap waktu, tempat dan 

adat istiadat. Satu persoalan hukum dapat berkembang dan menyebar ke 

berbagai tempat yang sebelumnya belum pernah terjadi, yang kemudian akan 

menjadi persoalan yang bersifat universal. 

Dalam menghadapi persoalan-persoalan baru, khususnya di era 

kontemporer, seorang mujtahid atau mufti tidak boleh asal-asalan dalam 

melakukan penggalian hukum. Ada sejumlah prosedur dan metode yang 

menjadi perhatian penting. Menurut Wahbah al-Zuhaili, metode tersebut 

adalah merujuk kepada sumber-sumber hukum syari‟at, kaum muslimin 
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sepakat bahwa sumber segala hukum syari‟at adalah Allah SWT, baik melalui 

nash al-Qur‟an dan Sunnah maupun melalui para fuqaha‟ dan mujtahid, 

karena pada dasarnya mujtahid adalah orang yang menunjukkan hukum Allah 

dan menjelaskan maksud hukum Allah dengan menunjukkan hukum baik 

berdasarkan dugaan yang kuat maupun berdasarkan kepastian dan keyakinan. 

Seorang mujtahid tidak menetapkan hukum berdasarkan keinginan dan 

pemikirannya sendiri, akan tetapi para ulama menyatakan bahwa hukum Allah 

adalah khitab Allah, yakni tidak ada hukum kecuali hukum Allah. 

Langkah selanjutnya jika memang al-Qur‟an dan Sunnah tidak 

mengatur persoalan-persoalan baru tersebut barulah seorang mujtahid 

menggunakan sumber-sumber hukum yang lain, yaitu ijma‟ dan qiyas. Ijma‟ 

adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa sepeninggal Nabi SAW 

tentang suatu hukum syar‟i mengenai suatu peristiwa tertentu. Berdasarkan 

pengertian tersebut maka tidak mungkin akan terjadi lagi, kecuali pada masa 

sahabat yaitu pada masa khalifah Abu Bakar dan Umar, karena pada masa itu 

para ulama masih sedikit dan mereka berkumpul pada satu tempat.
109

  

Sedangkan qiyas adalah upaya yang dipakai oleh para mujtahid untuk 

menghubungkan (menyamakan) hukum dari suatu peristiwa yang belum 

ditentukan hukumnya dalam nash dengan hukum peristiwa yang lain yang 

hukumnya disebutkan dalam nash. Menghubungkan (menyamakan) hukum 

tersebut didasarkan atas kesamaan ‘illat atas dua peristiwa yang bersangkutan. 
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Jika pada ijma‟ dan qiyas seorang mujtahid belum mendapatkan 

kesimpulan hukum, maka ia beralih kepada istihsan. Istihsan secara bahasa 

adalah menganggap baik suatu hal.
110

 Menurut istilah mendahulukan qiyas 

khafi atas qiyas jali, karena adanya mashlahat yang dihasilkannya, adapun 

mashlahat itu didasarkan pada pertimbangan akal.
111

 Jadi istihsan ini hanya 

ada satu kasus, kasus itu telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. 

Kemudian nash yang lain mengharuskan untuk meninggalkan hukum yang 

telah ditetapkan tadi dan pindah pada hukum lain.
112

 Lalu maslahah mursalah 

yaitu perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia, artinya segala 

sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik itu menghasilkan kebaikan atau 

pun menolak keburukan.
113

 

Jika belum juga mendapatkan kesimpulan hukum maka menggunakan 

dasar-dasar sad al-Zari’ah, sad al-Zari’ah menurut Wahbah al-Zuhaili 

sebagaimana juga dikemukakan oleh Ibnu Qayyim adalah apa-apa yang 

menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu. Untuk menempatkannya dalam 

bahasan sesuai dengan yang dituju, kata dzari’ah itu didahului dengan saddu 

yang artinya menutup, maka maksudnya adalah menutup jalan menuju kepada 

kerusakan dan kemaksiatan.
114

 

Kemudian menggunakan kaidah-kaidah syara‟, ‘urf (adat atau 

kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan syari‟at, menggunakan qaul 
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shahabi (perkataan para sahabat) dan istishab sebagai akhir sumber ijtihad, 

istishab berarti menetapkan hukum menurut keadaan yang terjadi sebelumnya 

sampai ada dalil yang mengubahnya.
115
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Wahbah al-Zuhaili pandangan beliau dalam kitab, Mausu’ah al-Fiqh al-

Islami wa al-Qadhaya Mu’ashirah, halaman 527 menjadikan perkawinan 

misyar menjadi hal yang dibolehkan, dikarenakan dalam perkawinan 

misyar ini terdapat salah satu maqaṣid nikah juga, terjaganya kehormatan 

pada seorang wanita yang menjadi seorang istri, dengan arti bahwa si istri 

di sini akan terjaga dari berbuat zina. 

2. Dalam metode ijtihad istislahi yang disebutkan oleh Wahbah al-Zuhaili 

tentang bolehnya nikah misyar adalah kemaslahatan, yang telah memenuhi 

syarat dan rukun seperti yang ditetapkan syara‟ adalah sah.  

3. Dari analisa penulis nikah misyar itu secara maqashid al-syari’ah berbeda, 

pada alasan yang pertama, dikatakan bahwa perkawinan misyar ini 

mengandung maqaṣid syariah, yaitu penjagaan kehormatan si perempuan. 

Kedua perkawinan ini sah, walau tidak dianjurkan, karena maqaṣid syariah 

tidak tercapai secara sempurna pada pernikahan ini. Semisal: 

pendidikan/perawatan anak-anak, ketenangan keluarga tidak dapat 

tergapai. Walaupun pada dasarnya, perkawinan tidak hanya terkonsentrasi 

pada hubungan seksual saja. Dan maqaṣid syariah di sini tercapai namun 

tidak sempurna.  
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B. Saran  

Sehubungan dengan uraian penulis sebelumnya serta kesimpulan dari uraian 

tersebut di atas, maka penulis lengkapi penulisan ini denganbeberapa saran-

saran sebagai berikut :  

1. Bagi setiap orang yang melansungkan pernikahan agar menjunjung tinggi 

nilai- nilai pernikahan, menciptakan keluarga idaman yang merupakan 

embrio dari masyarakat yang shaleh, yaitu saling mengasuh keturunan 

dan membangun generasi yang baik dalam konteks kasih sayang, bukan 

untuk memenuhi kebutuhan seks  

2. Meskipun pernikahan misyar sah agar lebih baik tidak menempuhnya 

jika ada jalan lain yang lebih maslahat, karena walaupun sah menurut 

pandangan syar’ī, akan tetapi tidak ada kekuataan hukumnya dalam 

kontek negara Indonesia.  

3. Hasil penelitian tentang pernikahan misyar belum bisa dikatakan final 

sebab tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan di 

dalamnya sebagai akibat dari keterbatasan pengetahuan dan ketajaman 

analisis yang penulis miliki. Oleh karena itu diharapkan ada peneliti baru 

yang meneliti seperti, dampak nafkah anak dalam nikah misyar.  
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